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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menguji 60
observasi yang berisikan 10 bank syariah dengan rentang waktu enam tahun yaitu
2015-2020. Dalam perumusan faktor-faktor ini, peneliti mencoba menganalisis tiga
topik utama yang ada dalam bank syariah. Pertama, topik yang berhubungan dengan
dewan pengawas syariah yaitu remunerasi DPS dan keanggotaan silang DPS. Kedua,
topik yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yaitu komisaris independen
dan komite audit independen. Ketiga, topik yang berhubungan dengan kinerja
keuangan bank yaitu investment account holders (IAH)a, leverage, profitabilitas, dan
ukuran perusahaan. Adapun untuk variabel dependen dalam penelitian berupa tingkat
kepatuhan syariah yang diukur dengan jumlah item yang diungkapkan bank syariah
dibagi dengan jumlah standar item diungkapkan. Adapun dalam melakukan analisis
ini, peneliti menggunakan analisis regresi data panel. Adapun variabel-variabel yang
mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah di antaranya keanggotaan-
silang DPS, komisaris independen, dan komite audit independen. Sedangkan variabel
remunerasi DPS, IAH, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage tidak
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini diharapkan dapat
memberikan sumbangsih ke dalam pengembangan studi akuntansi syariah dan
kebijakan pengembangan tata kelola bank syariah yang lebih efektif.

Kata Kunci: bank syariah, kepatuhan syariah, DPS, tata kelola.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu institusi keuangan yang mengalami
pertumbuhan paling pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Salah satu faktor yang
mendorong pertumbuhan bank syariah adalah meningkatnya populasi Muslim di seluruh
dunia. Bahkan pada tahun 2030, populasi Muslim diprediksikan mencapai 25% dari
populasi dunia (Anwar et al.,, 2020). Dengan meningkatnya populasi Muslim ini,
menjadikan bank syariah memiliki captive market. Captive market memiliki arti bahwa
mayoritas muslim memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan
layanan bank syariah karena adanya jaminan keamanan berupa halal (Prabowo dan Jamal,
2017).

Halal merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi Muslim. Konsep halal
bahkan menjadi akar utama dalam pendirian bank syariah. Hal ini dikarenakan, bagi
Muslim tunduk kepada syariat Islam (hukum Islam) lebih penting daripada semua
keuntungan lainnya, termasuk keuntungan finansial (Saqib et al., 2016). Farook (2008)
dalam Sarea dan Hanefah (2013) menjelaskan, bahwa umat Islam dilarang untuk
menginvestasikan dananya pada perusahaan yang melakukan kegiatan yang diharamkan
seperti peternakan babi, penghasil alkohol dan aktivitas yang berkaitan dengan bunga.
Sehingga sudah sewajarnya bagi Muslim untuk memilih dan menggunakan layanan yang
ditawarkan bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya sesuai dengan hukum syariah yang

bersumber dari interpretasi Al-Quran dan Sunnah serta sumber sekunder hukum Islam



lainnya seperti [jma’, Qiyas, dan Ijtihad (Sellami dan Tahari, 2017). Bagi bank syariah,
kepatuhan terhadap syariah merupakan sesuatu yang sangat penting. Ullah (2014)
menyampaikan bahwa bank syariah yang tidak mengikuti hukum atau pedoman syariah
maka bank tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bank syariah.

Rashid et al. (2014) menyampaikan bahwa kepatuhan syariah menjadi faktor
terpenting dalam memilih bank syariah. Selain itu, kepatuhan syariah dapat menjamin
kredibilitas bank syariah. Kepatuhan syariah ini juga menjadi ciri utama bank syariah,
yang selanjutnya menjadi landasan utama nasabah untuk memilih menggunakan layanan
bank syariah (Aziah, 2012). Dawood (2008) dalam Ahmed et al. (2014) menambahkan,
kepatuhan syariah dalam bisnis juga berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan
spiritual.

Isu mengenai kepatuhan syariah bagi bank syariah merupakan sesuatu yang
sangat sensitif. Hal ini berkaitan dengan membuktikan apakah aktivitas bank syariah
sudah memenuhi hukum atau pedoman syariah. Dalam beberapa penelitian terdahulu,
terdapat beberapa peneliti yang menyampaikan bahwa masih banyak bank syariah yang
memiliki skor kepatuhan syariah yang rendah. Malik et al. (2011) berpendapat bahwa
sebagian besar pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah lebih mirip dengan
instrumen utang daripada bagi hasil. Yusof dan Fahmy (2008) juga menemukan anggapan
negatif terhadap bank syariah bahwa “no difference at all” atau tidak ada perbedaan sama
sekali antara bank syariah dengan konvensional. Mereka hanya menggantikan nama dari
interest rate menjadi profit rate.

Meera dan Larbani (2009) dalam Karim dan Shetu (2020) menyampaikan bahwa

beberapa model bank syariah masih memiliki kemiripan dengan bank konvensional,



sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum Islam. Salah satu faktor
yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan syariah adalah kurangnya pengetahuan
pengawas syariah, serta kurangnya perhatian terhadap audit syariah (Ullah, 2014). Ahmad
dan Hassan (2007) menambahkan bahwa kurangnya kerangka regulasi dan pengawasan
yang terdefinisi dengan baik untuk bank syariah berdampak pada kurangnya kepatuhan
syariah.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti akan menguji tingkat kepatuhan bank
syariah di Indonesia. Adapun indikator kepatuhan syariah dalam penelitian ini didasarkan
pada indikator yang telah diusulkan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016). Alasan
daripada memilih indikator yang diajukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016)
dikarenakan indikator tersebut mencakup tiga karakteristik pengungkapan kepatuhan bank
syariah, di antaranya pengungkapan syariah, sosial dan keuangan. Alasan selanjutnya,
karena indikator yang diajukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) sudah
merepresentasikan pengungkapan wajib yang tercantum dalam AAOIFI Governance
Standard No. 1, Accounting Standard No. 1, dan Governance Standard No.7. Lebih lanjut
penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
pengungkapan kepatuhan syariah.

Penelitian yang dilakukan Ullah (2014) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan
syariah di Bangladesh disebabkan oleh kurangnya pengawas syariah yang mampu
menjalankan pengawasan syariah dengan maksimal. Padahal pengawas syariah memiliki
peran yang sangat signifikan dalam praktik perbankan syariah kontemporer (Karim dan

Shetu, 2020). Oleh karenanya, untuk terlaksananya kepatuhan syariah dibutuhkanlah



dewan pengawas syariah (DPS) yang memiliki pemahaman yang mendalam, bukan hanya
dari segi syariah tetapi juga dari sisi akuntansi, keuangan dan industri perbankan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan dan memotivasi DPS untuk bekerja dengan
lebih baik, maka remunerasi dapat dijadikan sebagai medianya (Mnif dan Tahari, 2020D).
Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) juga menemukan bahwa
cross-membership dapat meningkatkan keahlian dan pengalaman DPS. Cross-
membership ini juga akan meningkatkan tingkat pengungkapan kepatuhan syariah pada
bank lain.

Tingkat pengungkapan kepatuhan syariah juga dipengaruhi oleh terlaksananya
tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa faktor kuncinya adalah keberadaan dewan
komisaris independen, anggota komite audit independen dan konsentrasi kepemilikan.
Chau dan Leung (2006) menyampaikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen
akan meningkatkan pengawasan atas manajemen, karena mereka tidak terafiliasi dengan
perusahaan sebagai pejabat atau karyawan, melainkan perwakilan independen dari
kepentingan pemegang saham. Sehingga kehadiran dewan komisaris independen ini akan
meningkatkan kualitas pelaporan.

Keberadaan komite audit independen juga akan meningkatkan kualitas pelaporan,
hal ini dikarenakan komite audit independen dapat mengurangi oportunistik manajer di
dalam menentukan pilihan akuntansi keuangannya (Mnif dan Tahari, 2020a). Faktor
selanjutnya adalah struktur kepemilikan. Kepemilikan saham yang tersebar kepada
banyak investor dapat berfungsi sebagai mekanisme pemantauan yang efisien. Hal ini
dikarenakan kepemilikan perusahaan yang menyebar, membuat manajer harus

mengungkapkan lebih banyak informasi (Juhmani, 2017). Di dalam bank syariah, terdapat



struktur kepemilikan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional berupa investment
account holders atau berupa dana syirkah temporer.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah selanjutnya berasal
dari kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage.
Menurut teori signaling, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung akan
menyajikan informasi lebih rinci dengan tujuan menarik minat calon investor dan
menghindarkan perusahaan dari undervaluation (Alrawahi dan Sarea, 2016). Faktor
selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Menurut teori biaya politik, ukuran perusahaan
yang semakin besar menyebabkan perusahaan lebih diperhatikan oleh berbagai pihak
seperti pemerintah. Sehingga untuk mengurangi biaya politik yang besar, perusahaan
dapat menggunakan pengungkapan informasi yang mencukupi (Sellami dan Tahari,
2017). Faktor selanjutnya adalah leverage. Debreceny and Rahman (2005) menemukan
bahwa tingginya rasio leverage akan meningkatkan biaya agensi. Oleh karenanya, manajer
akan melaporkan informasi lebih banyak untuk membantu kreditor dalam memantau dan
mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian
lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan
syariah bank syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah peneliti menguji tata kelola bank syariah dengan lebih komprehensif dan
disesuaikan dengan kondisi bank syariah di Indonesia. Di mana bank syariah di Indonesia
sebagian besar dimiliki oleh perusahaan induk, sehingga untuk menguji pengaruh struktur
kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah, peneliti mengujinya

dengan investment account holders (IAH). Dimana IAH ini dalam beberapa literatur



disebutkan juga sebagai pemilik bank syariah, meskipun tidak memiliki hak suara.
Adapun topik tentang dewan pengawas syariah dalam penelitian sebelumnya
memasukkan variabel keahlian DPS dalam bidang akuntansi dan keuangan, tetapi variabel
ini belum bisa diujikan pada bank syariah saat ini, karena sebagian besar DPS yang duduk
pada bank syariah merupakan ahli dalam bidang figih muamalah atau syariah. sehingga
untuk menguji keahlian anggota DPS, peneliti mengujinya dengan tingkat remunerasi
DPS. Perbedaan selanjutnta adalah terletak pada keanggotaan-silang DPS, dimana
variabel ini, dalam banyak literatur sebelumnya diukur secara dummy, kekurangan dari
pengukuran ini adalah tidak dapat menggambarkan apakah tingkat keanggotaan-silang
DPS yang tinggi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap tingkat
kepatuhan. Hal ini dikarenakan, ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar
jumlah DPS yang duduk pada beberapa bank syariah akan membuat DPS tidak memiliki
cukup waktu untuk memberikan pelayanan syariah kepada bank syariah, dan berdampak
pada rendahnya tingkat kepatuhan syariah. Oleh karena itu, pengukuran secara dummy

tidak dapat menggambarkan kondisi nyata bank syariah.



1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

a.

b.

13

Apakah remunerasi DPS berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?

Apakah cross-membership DPS berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
Apakah keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
syariah?

Apakah keberadaan komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan syariah?

Apakah investment account holder berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
Apakah leverage berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?

Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah?
Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menjawab isu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia, terutama:

a.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh remunerasi DPS terhadap tingkat
kepatuhan syariah.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh cross-membership DPS terhadap
tingkat kepatuhan syariah.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan komisaris independen

terhadap tingkat kepatuhan syariah.
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Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit independen terhadap
tingkat kepatuhan syariah.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investment account holder terhadap
tingkat kepatuhan syariah.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage terhadap tingkat kepatuhan
syariah.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tingkat
kepatuhan syariah.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat
kepatuhan syariah.
Manfaat Penelitian
Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan akuntansi syariah di Indonesia. Terutama pengetahuan mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah.
Bagi Bank Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran kepada Bank Syariah di
Indonesia mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan syariah,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan syariah dan tercapainya prinsip-
prinsip syariah di dalam operasional Bank Syariah.

Bagi Penyusun Standar Akuntansi



Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun
dan menetapkan standar akuntansi syariah guna meningkatkan tingkat kepatuhan

syariah bagi bank syariah di Indonesia.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang mendefinisikan perusahaan sebagai
perhubungan kontrak yang berfungsi sebagai wadah untuk sebuah proses kompleks di
mana tujuan individu yang saling bertentangan dibawa ke dalam keseimbangan kerangka
hubungan kontrak. Atau secara sederhana, perusahaan adalah kumpulan kontrak antara
pihak-pihak yang berbeda kepentingan yaitu antara pihak agen dengan prinsipal. Fokus
daripada teori ini adalah hubungan keagenan yang timbul dari pemisahan kepemilikan
dan pengelolaan perusahaan, di mana para prinsipal melibatkan orang lain (sebagai agen)
untuk melakukan layanan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Asumsi dasar teori ini adalah pihak prinsipal dan agen merupakan aktor rasional
yang cenderung berusaha memaksimalkan utilitas masing-masing dalam setiap situasi.
Selain itu, teori agensi berasumsi bahwa antara prinsipal dan agen cenderung untuk
berperilaku oportunistik atau dalam pengertian masing-masing akan memaksimalkan
kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan pihak lain (Zainuldin et al., 2018).
Meskipun demikian, di dalam konflik kepentingan ini, pihak agen lebih diuntungkan, hal
ini karena agen adalah pihak yang memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya
yang mereka kelola dari prinsipal atau disebut asimetri informasi. Sehingga bisa saja agen
membiaskan informasi kepada prinsipal untuk memaksimalkan kepentingan agen. Oleh
karena itu, prinsipal dapat memaksakan struktur kontrol pada agen untuk mengurangi

potensi penyalahgunaan wewenang dan asimetri informasi oleh agen (Eisenhardt, 1989).
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Dampak dari penerapan struktur kontrol ini akan menimbulkan biaya yang disebut
dengan biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).
2.2 Teori Signaling

Teori pensinyalan merupakan teori yang berasumsi bahwa perusahaan yang
memiliki kabar baik (good news) akan mengungkapkan informasi yang lebih
komprehensif kepada pasar, daripada saat memiliki kabar buruk (bad news), di mana
mereka menyimpannya untuk menghindari undervaluation. Teori pensinyalan
mengasumsikan bahwa manajer ingin memberi sinyal kepada pemangku kepentingan,
bahwa manajer dapat memaksimalkan kekayaan pemangku kepentingan serta memberi
sinyal bahwa perusahaan dijalankan secara efisien (Tsalavoutas, 2011). Omar dan Simon
(2011) menambahkan bahwa bagi manajer, mengirimkan sinyal ke pasar dapat
mengurangi asimetri informasi. Hal ini dapat diartikan sebagai sinyal yang baik bagi
pasar. Sinyal yang dikirimkan ke pasar tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi
juga meliputi pengungkapan kepatuhan perusahaan dengan nilai-nilai komunitas dan
persyaratan badan profesional terkait, hal ini juga menjadi informasi yang baik bagi
pasar.
2.3 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Dalam pembahasan konsep akuntabilitas, salah satu tujuan utama akuntansi
adalah penyediaan arus informasi yang adil bagi akuntan dan penerima (Anuar et al.,
2009). Berdasarkan konsep akuntabilitas, akuntansi memainkan peran penting sebagai
mekanisme yang menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan dan
masyarakat. Selain itu, akuntansi juga dapat dijadikan sarana untuk memenuhi kewajiban

agama. Hal ini seperti yang disampaikan Gaffikin (1997) dalam El-Halaby et al. (2018)
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bahwa “orientasi akuntansi dalam pemenuhan akuntabilitas manusia kepada Tuhan,
menyiratkan gambaran, bahwa informasi akuntansi memungkinkan individu untuk
mempertanggungjawabkan zakat mereka”. Oleh karena itu, perusahaan menerbitkan
laporan keuangan mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan operasional
perusahaan yang telah terlaksana.

Akuntabilitas dalam sudut pandang Islam adalah mempertanggungjawabkan
tindakan setiap muslim pada hari kiamat. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Islam
mengharuskan setiap muslim untuk memastikan bahwa perilaku mereka sesuai dengan
ajaran pedoman Islam (Rahman dan Bukair, 2013). Yaya (2004) menambahkan bahwa
bagi seorang muslim, apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan syariah
haruslah menjadi pertimbangan utama dalam mengatur dan melaksanakan bisnis.

Menurut ajaran Islam, aturan utama dalam bisnis adalah kejujuran dan berbuat
adil kepada pelanggan, dan untuk memenuhi beban ini, seorang muslim haruslah patuh
pada pedoman Islam (El-Halaby et al., 2018). Baydoun dan Willet (1997) dalam Maali
et al. (2006), menyampaikan bahwa sebagai sarana akuntabilitas, perusahaan perlu
mengungkapkan informasi bahwa perusahaan telah melaksanakan kepatuhan mereka
terhadap syariah. Maali et al. (2006) menambahkan, bahwa persyaratan umat Islam
untuk mengungkapkan kebenaran dimaksudkan untuk membantu masyarakat
mengetahui pengaruh seseorang atau bisnis terhadap kesejahteraannya. Haniffa dan
Hudaib (2007) juga menambahkan pengungkapan informasi ini haruslah dapat
diandalkan untuk menunjang pengguna eksternal dalam membuat keputusan agama dan

ekonomi.
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2.4 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah

Bank syariah merupakan salah satu industri keuangan yang terus berkembang di
berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu faktor pendorong berkembangnya bank
syariah di Indonesia adalah peran pemerintah yang mengeluarkan undang-undang Nomor
21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (7). Melalui undang-undang tersebut pemerintah tidak hanya
melegalisasi bank syariah, tetapi juga mengarahkan bank syariah untuk benar-benar
menjaga kaidah dan prinsip syariah. Oleh karenanya, perbankan syariah wajib memiliki
fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah (Damayanti et al., 2016).

Salah satu faktor yang menjamin kepatuhan syariah adalah penerapan good
corporate governance (GCG) di dalam bank syariah. Adapun perbedaan implementasi
GCG bank syariah dengan bank konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas
Syariah (Alfian et al., 2020). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu fungsi
di dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas
syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dengan adanya DPS yang mengontrol dan mengawasi aktivitas bank syariah, diharapkan
bank syariah dapat menerima legitimasi dari masyarakat (Mokoginta et al., 2018).

Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa keberadaan DPS dan
karakteristiknya dapat meningkatkan kepatuhan bank syariah, seperti remunerasi DPS;
keahlian anggota DPS dalam bidang akuntansi dan keuangan; cross-membership DPS.
2.4.1. Remunerasi DPS

Menurut Handoko (2014), kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima
pegawai sebagai bentuk balas jasa atas kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan.

Menurut Hasibuan (2014), remunerasi adalah segala jenis pendapatan baik berbentuk
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uang ataupun barang yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.
Menurut Surya (2004), remunerasi meliputi seluruh imbalan yang diberikan organisasi
kepada pegawai dalam bentuk uang maupun barang, rutin ataupun tidak rutin, langsung
ataupun tidak langsung.

Menurut Juairiah dan Malwa (2016) pemberian remunerasi memiliki hubungan
dengan tingkat kinerja, apabila remunerasi yang diberikan kepada pegawai tidak
proporsional akan menyebabkan kinerja mereka tidak optimal. Meilinda et al. (2019)
menambahkan bahwa keterlambatan dalam pemberian remunerasi dapat menurunkan
motivasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga untuk menghindari hal
tersebut dibutuhkanlah sistem remunerasi yang baik (Nurhayati dan Supardi, 2020).
2.4.2. Keahlian Anggota DPS

Menurut Ghafran dan O’Sullivan (2017), keahlian komite audit berperan penting
dalam menjaga proses pelaporan keuangan. Secara khusus, komite audit yang memiliki
pengetahuan mendalam pada bidang akuntansi dan keuangan, dipandang lebih baik untuk
mengevaluasi laporan area kerja komite yang membutuhkan evaluasi teknis dan
pengambilan keputusan. Serupa dengan keahlian komite audit, DPS juga merupakan
badan independen yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada
aktivitas bank syariah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kinerja DPS,
anggota DPS diharapkan memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan.

DPS memainkan peran penting seperti komite audit dan auditor eksternal. Hal ini
karena, DPS bertugas untuk meninjau semua kontrak, perjanjian, produk, aktivitas
keuangan dengan memastikan bahwa bank telah mematuhi aturan dan prinsip syariah.

Untuk alasan ini, anggota DPS yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan akan
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bekerja lebih efektif daripada DPS yang tidak memiliki keahlian tersebut (Rahman dan
Bukair, 2013). Keberadaan anggota DPS dengan keahlian akuntansi dan keuangan dapat
mempengaruhi luasnya pengungkapan karena kesadaran mereka akan pentingnya
pelaporan yang transparan. Anggota DPS dengan keahlian akuntansi dan keuangan
cenderung lebih memahami pentingnya pengungkapan kepada pemangku kepentingan.
Akibatnya, selama proses pengevaluasian syariah, anggota DPS dapat mempengaruhi
manajer untuk mengungkapkan lebih banyak informasi (Mnif dan Tahari, 2020Db).
2.4.3. Cross-Membership DPS

Rahman and Bukair (2013) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan
efektivitas DPS, mereka tidak hanya memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, tetapi
juga harus memiliki pengalaman yang cukup. Salah satu sarana untuk meningkatkan
pengalaman DPS adalah cross-membership (keanggotaan-silang). Menurut El-Halaby
and Hussainey (2016) keanggotaan-silang berpengaruh pada peningkatan pengungkapan
informasi antar perusahaan. Hal ini karena, keanggotaan-silang memberi dampak positif
pada DPS berupa peningkatan pengetahuan melalui adopsi penerapan aturan syariah
antar perbankan.
2.5 Karakteristik Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan merupakan suatu mekanisme yang diterapkan di dalam
perusahaan untuk memastikan bahwa manajer tidak bersifat oportunistik, melainkan
bekerja secara maksimal untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemangku
kepentingan. Sifat oportunistik manajer disebabkan adanya asimetri informasi antara
agen dengan prinsipal. Oleh karenanya, untuk memastikan berkurangnya asimetri

informasi, agen harus mengungkapkan lebih banyak informasi (Juhmani, 2017).
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Dalam pengungkapan, manajer tidak hanya berfokus pada seberapa banyak
informasi itu diungkapkan, yang menjadi lebih penting apakah informasi yang
diungkapkan memiliki kepatuhan dan berkualitas tinggi (Mnif dan Tahari, 2020a). Oleh
karenanya, untuk memastikan agen mengungkapkan informasinya secara patuh dan
memiliki kualitas informasi tinggi, peranan tata kelola perusahaan yang kuat dan efektif
sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh dewan
independen, komite audit independen, dan investment account holder.

2.5.1 Komisaris Independen

Fama (1980) menyampaikan bahwa komisaris yang dipilih oleh pemegang saham
merupakan mekanisme pengendalian internal pusat untuk mengawasi manajer. Hal ini
juga disampaikan Mnif and Tahari, (2020a), bahwa komisaris independen adalah
mekanisme pengawasan yang ditujukan untuk memantau kinerja manajemen sekaligus
mekanisme yang dapat mengurangi biaya agensi. Selain itu, keberadaan komisaris
independen dianggap sebagai mekanisme yang dapat mempengaruhi praktik
pengungkapan, karena mayoritas independen bekerja untuk memaksimalkan kemampuan
dewan komisaris dengan memaksa manajemen memenuhi semua persyaratan
pengungkapan (Haniffa dan Cooke, 2002). Selain itu, Chen dan Jaggi (2000)
menambahkan untuk meningkatkan efektivitas dewan komisaris, proporsi komisaris
independen juga harus ditingkatkan.

2.5.2 Komite Audit Independen

Komite audit merupakan mekanisme yang dibentuk untuk memastikan integritas

pelaporan keuangan melalui pemantauan dan pengendalian. Mekanisme ini sesuai

dengan teori agensi, bahwa keberadaan komite audit digunakan untuk mengurangi
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asimetri informasi, dan memastikan bahwa informasi yang diungkapkan agen sesuai
dengan standar. Selain itu, komite audit juga memberikan layanan pemantauan kepada
prinsipal untuk mengurangi oportunistik dan inisiatif agen agar tidak menghindar dari
tanggung jawabnya (Garas dan ElMassah, 2018). Lebih lanjut untuk meningkatkan
efektivitas peran komite audit, dibutuhkanlah anggota komite audit independen. Hal ini
sesuai yang disampaikan El-Halaby dan Hussainey (2016) bahwa mereka tidak terafiliasi
oleh apapun, sehingga akan melaksanakan tugasnya demi kepentingan perusahaan.
2.5.3 Investment Account Holders

Investment account holders (IAH) merupakan salah satu unsur tata kelola
perusahaan dan menjadi bagian dari struktur kepemilikan. IAH merupakan bentuk
kepemilikan yang bersumber dari dana nasabah. Di mana dana nasabah ini terbentuk dari
kontrak partisipasi ekuitas seperti mudharabah muthlagoh, mudharabah mugoyyadah
atau musyarakah. IAH dalam bank syariah berwujud dana syirkah temporer.

Dana syirkah temporer merupakan dana yang bersumber dari nasabah di mana
entitas syariah memiliki wewenang untuk mengelola dan menginvestasikan dana
tersebut. Pengelolaan dana ini didasarkan pada kebijakan entitas syariah dan pembatasan
yang diberikan nasabah. Adapun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atau nasabah
berupa nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (SAK Syariah, 2020).

Pengaruh IAH bagi bank syariah sangatlah besar, menurut Mnif dan Tahari
(2020a) IAH menjadi sumber dana terbesar bagi bank syariah. Oleh karenanya, semakin
banyak nasabah suatu bank, maka bank akan semakin diawasi oleh banyak pihak.
Sehingga untuk menghindari konflik keagenan, bank akan mengungkapkan lebih banyak

informasi (Farook et al., 2011).
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2.6 Karakteristik Perusahaan
2.6.1. Ukuran Perusahaan

Menurut teori keagenan, perusahaan yang lebih besar perlu mengungkapkan lebih
banyak informasi kepada pemegang kepentingan. Hal ini untuk menghindari biaya agensi
yang tinggi serta untuk mengurangi asimetri informasi (El-Halaby dan Hussainey, 2016).
Sedangkan, menurut Watts dan Zimmerman (1978), perusahaan yang semakin besar akan
menghadapi visibilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lebih kecil. Sehingga
untuk menghindari risiko litigasi yang tinggi, perusahaan besar memiliki insentif lebih
kuat untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan pengungkapan yang bersangkutan (Glaum
etal., 2013).
2.6.2. Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan tingkat utang yang dimiliki suatu
perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage dapat berakibat pada tingginya risiko tidak
tertagihnya utang perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, kreditor akan
memberikan pengawasan ketat terhadap perusahaan (Yani dan Suputra, 2020). Menurut
Debreceny dan Rahman (2005) peningkatan utang akan menciptakan biaya agensi yang
tinggi. Oleh karenanya, manajer perusahaan akan berusaha melaporkan lebih banyak
informasi secara sukarela untuk menurunkan biaya agensi dan membantu kreditor di
dalam mengawasi perusahaan. Selain itu, menurut teori sinyal, dengan mengungkapkan
lebih banyak informasi kepada kreditor akan menunjukkan bahwa perusahaan dapat

memenuhi kewajibannya (El-Halaby et al., 2018).
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2.6.3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran Kkinerja keuangan perusahaan dalam
menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva (Ayuningtyas dan Sujana, 2018). Menurut
teori sinyal, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi atau kabar baik cenderung
akan memberikan informasi lebih banyak kepada publik. Hal ini ditujukan kepada
investor agar tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Alrawahi dan
Sarea, 2016). Berbeda dengan teori sinyal, teori agensi berpendapat bahwa perusahaan
dengan profitabilitas tinggi diharapkan mengungkapkan lebih banyak informasi
perusahaan untuk membenarkan kinerja mereka saat ini kepada pemangku kepentingan
(El-Halaby dan Hussainey, 2016).
2.7 Penelitian Terdahulu

El-Halaby dan Hussainey (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Dalam penelitiannya El-
Halaby dan Hussainey (2016) mencoba mengungkapkan faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan syariah melalui tiga topik bank syariah, antara lain (1) topik
yang berkaitan dengan DPS, (2) topik yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan
(3) topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini
menggunakan 43 bank syariah yang berada di MENA dengan periode 2011-2013. Hasil
daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan kepatuhan
syariah sebesar 65% yang diperoleh dari rata-rata bank syariah di Jordania. Sedangkan
bagi bank syariah yang berada di Bahrain, memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 56%.
Hasil ini tentunya cukup mengejutkan, karena kepatuhan terhadap standar AAOIFI

menjadi perkara yang wajib di negara tersebut. Selanjutnya faktor-faktor yang signifikan
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terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah di antaranya usia bank, ukuran bank,
keberadaan departemen audit syariah, ukuran DPS, keanggotaan-silang DPS dan
keikutsertaan DPS di AAOIFI. Dari penelitiannya ini El-Halaby dan Hussainey (2016)
belum mampu menunjukkan hubungan antara karakteristik tata kelola dengan tingkat
pengungkapan. Lebih lanjut, EI-Halaby dan Hussainey (2016), juga menyarankan bahwa
untuk penelitian selanjutnya, perlu untuk mencoba menguji variabel lain seperti komite
audit, leverage dan struktur kepemilikan.

Alrawahi dan Sarea (2016) meneliti tentang tingkat kepatuhan perusahaan yang
terdaftar di bursa Bahrain terhadap IAS 1. Adapun faktor-faktor yang diuji dalam
penelitian ini adalah karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, leverage, umur
perusahaan, ukuran perusahaan audit, profitabilitas, kategori industri dan likuiditas.
Alasan Alrawahi dan Sarea (2016) menguji kepatuhan terhadap I1AS 1, dikarenakan IAS
1 merupakan standar yang membahas tentang penyajian laporan keuangan yang
digunakan oleh investor lokal dan investor domestik. Hasil daripada penelitian ini
menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di Bursa Bahrain memiliki
tingkat kepatuhan sebesar 83%. Adapun faktor-faktor yang signifikan dalam penelitian
ini adalah ukuran KAP dan tingkat profitabilitas.

Juhmani (2017) meneliti mengenai hubungan karakteristik tata kelola perusahaan
terhadap tingkat kepatuhan perusahaan terhadap IFRS. Sampel dari penelitian ini adalah
perusahaan yang berada di Bahrain. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa
kesuksesan penerapan suatu standar sangat dipengaruhi oleh seberapa baik tata kelola
perusahaan dijalankan. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini di antaranya

board independence, ukuran dewan direksi, komite audit independen, kepemilikan blok
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saham, dualitas CEO, kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah. Selain itu,
penelitian ini juga memasukkan Kkarakteristik perusahaan. Di antaranya ukuran
perusahaan, profitabilitas, KAP BIG 4, leverage dan jenis industri.

Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel memiliki
tingkat kepatuhan terhadap IFRS sebesar 80.73%. Adapun variabel yang berpengaruh
signifikan dalam penelitian ini di antaranya board independence, komite audit
independen, dualitas CEO, profitabilitas, KAP Big 4 dan jenis industri. Salah satu hal
menarik dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan tidak mempengaruhi tingkat
pengungkapan. Juhmani (2017) berpendapat, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi
pada pihak tertentu, menyebabkan sedikitnya informasi yang diungkapkan ke publik.
Selain itu, Juhmani (2017) juga menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menguiji
hubungan variabel dengan model dinamis.

Sellami dan Tahari (2017) meneliti mengenai tingkat kepatuhan bank syariah
terhadap standar akuntansi pengungkapan yang diterapkan oleh bank syariah yang berada
di MENA selama 2011 — 2013. Adapun dalam penyusunan indeks pengungkapan,
Sellami dan Tahari (2017) mendasarkannya pada IFRS 7, FAS 1 dan FAS 5. Adapun
variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan, seperti ukuran
perusahaan, jenis auditor, status pencatatan, keberadaan komite audit, usia perusahaan
dan negara domisili. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkap
kepatuhan bank syariah yang berada di MENA sebesar 70%. Sedangkan variabel-
variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan di antaranya status pencatatan, komite

audit, usia perusahaan dan negara domisili.
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Garas dan EIMassah (2018) meneliti mengenai hubungan tata kelola perusahaan
terhadap tingkat pengungkapan CSR. Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini, bahwa
konsep tata kelola perusahaan memiliki hubungan erat dengan CSR. Hal ini didasarkan
pada teori legitimasi, di mana adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan
menghasilkan transparansi, akuntabilitas dan kejujuran. Sehingga ke depannya akan
mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Hal ini berlaku sama pada apa
yang dibawa CSR, bahwa pelaksanaan CSR nantinya mengarah pada legitimasi. Bahkan
dalam literatur lain, disebutkan bahwa untuk mendapatkan CSR yang baik perlu memiliki
mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Adapun variabel yang digunakan dalam
menguji hubungan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan CSR, di antaranya
kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, board independence, dualitas CEO,
dan komite audit independen. Selain itu, Garas dan EIMassah (2018) juga memasukkan
variabel kontrol dalam penelitiannya. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa
kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, board independence, dualitas CEO
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

El-Halaby et al. (2018) meneliti tentang tingkat kepatuhan akuntabilitas bank
syariah di berbagai negara. Dalam penelitiannya El-Halaby et al. (2018) mencoba
mengukur tingkat kepatuhan bank syariah pada tiga aspek, di antaranya aspek syariah,
keuangan dan sosial. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah karakteristik
bank syariah meliputi profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, ukuran KAP,
keberadaan audit internal, adopsi AAOIFI dan keberadaan departemen audit syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan seperti
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profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran KAP, adopsi AAOIFI, dan departemen audit
syariah dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah.

Mnif dan Tahari (2020a) meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan
terhadap tingkat kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh AAOIFI. Sampel dalam
penelitian ini sebanyak 54 bank syariah. Asumsi penelitian ini, bahwa pelaksanaan tata
kelola perusahaan yang efisien dan transparansi akan menyebabkan pengungkapan yang
ekstensif dalam laporan tahunan bank syariah. selain itu dalam penelitian ini, Mnif dan
Tahari (2020a) menguji pengaruh komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan
terhadap tingkat pengungkapan. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini, di
antaranya, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas CEO,ukuran
komite audit, independensi komite audit, keahlian komite audit, spesialisasi industri
auditor, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah.
Variabel kontrol, ukuran bank, profitabilitas, leverage, usia bank, status pencatatan,

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan sampel
terhadap AAOIFI GSs sebesar 51,8%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
pengungkapan di antaranya: komite audit independent; keahlian anggota komite audit
dalam bidang akuntansi, keuangan dan industri perbankan, spesialisasi industri auditor,
ukuran bank dan konsentrasi kepemilikan. Adapun variabel yang tidak berpengaruh di
antaranya ukuran dewan, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, kepemilikan
institusional, kepemilikan pemerintah, profitabilitas, leverage dan usia.

Mnif dan Tahari (2020b) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan kepatuhan terhadap standar tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh

AAOIFI. Dalam penelitian ini, Mnif dan Tahari (2020b) mencoba untuk membuktikan
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pengaruh jumlah remunerasi yang diterima DPS, dan keahlian DPS dalam bidang
akuntansi keuangan, terhadap tingkat kepatuhan. Selain itu, Mnif dan Tahari (2020b) juga
menguji hubungan antara IAH (investment account holders) terhadap tingkat
pengungkapan. Dimasukkannya IAH dalam penelitian ini, menurut Mnif dan Tahari
(2020Db) sebagai gambaran kepemilikan nasabah atas bank syariah, meskipun akun IAH
tidak sekuat penyertaan modal. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini, di
antaranya remunerasi DPS, keahlian DPS, keberadaan departemen audit syariah, tingkat
pemegang akun investasi/ IAH. Variabel kontrol dalam penelitian ini ukuran perusahaan,
profitabilitas dan leverage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa rata-rata
pengungkapan sebesar 52%, dan variabel yang memiliki hubungan di antaranya
remunerasi DPS, keahlian anggota DPS, 1AH, dan keberadaan departemen audit syariah.
2.8 Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian El-Halaby dan
Hussainey (2016). Di mana dalam penelitian El-Halaby dan Hussainey (2016) memiliki
perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Mereka mencoba menganalisis
determinan tingkat pengungkapan melalui tiga topik utama yang berkaitan dengan bank
syariah, di antaranya topik yang berkaitan dengan DPS, topik yang berkaitan dengan tata
kelola perusahaan dan topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Hasil dari
penelitian El-Halaby dan Hussainey (2016) menunjukkan bahwa topik yang berkaitan
dengan DPS seperti ukuran DPS, keanggotaan-silang DPS dan keanggotaan DPS di
AAOIFI berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bank syariah. Hal ini disusul oleh
topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan, seperti usia bank, ukuran perusahaan dan

keberadaan departemen audit syariah. Sedangkan, untuk topik yang berkaitan dengan tata
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kelola perusahaan, seperti jumlah pemegang saham, kepemilikan institusional,
kepemilikan asing, dualitas CEO dan independensi dewan komisaris, tidak berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan. Hal ini menjadi menarik, karena menurut teori agensi,
asimetri informasi dapat berkurang apabila memiliki tata kelola perusahaan yang efisien.
Terlebih lagi, tata kelola perusahaan diduduki olen mereka yang dapat menentukan
kebijakan akuntansi dalam suatu institusi. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba
meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan bank syariah di
Indonesia dengan menguji hubungan tiga topik utama yang berkaitan dengan bank
syariah, seperti topik yang berkaitan dengan DPS, topik yang berkaitan dengan tata kelola
perusahaan dan topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Adapun faktor-faktor
yang akan diuji dalam penelitian ini di antaranya remunerasi DPS; keanggotaan-silang
DPS di lembaga keuangan bank lain; komisaris independen; komite audit independen;
investment account holder (IAH); dan leverage.

Rasionalisasi pemilihan variabel-variabel tersebut, di antaranya: remunerasi DPS.
Dalam penelitian El-Halaby dan Hussainey (2016), mereka mencoba menguji keahlian
DPS terhadap tingkat kepatuhan, salah satu variabel yang diuji adalah keahlian DPS yang
diukur dengan menjadi anggota AAOIFI. Ukuran yang ditetapkan oleh El-Halaby dan
Hussainey (2016) tentunya belum dapat diujikan di bank syariah Indonesia, hal ini karena
sebagian besar DPS yang berada di bank syariah, tidak menjadi anggota AAOIFI. Oleh
karena itu, peneliti mencoba remunerasi DPS sebagai penggantinya. Hal ini dikarenakan
menurut, Ferrero-Ferrero et al. (2012) tingkat remunerasi yang diberikan dapat menjadi
ukuran keefektifan kinerja, keterampilan yang dimiliki oleh dewan dan upaya yang

dilakukan dewan dalam suatu entitas. Selain itu, Razali et al. (2018) juga menambahkan
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pemberian remunerasi yang tinggi dapat menjaga motivasi dewan untuk memberikan
hasil yang baik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa remunerasi DPS dapat
mempengaruhi tingkat kepatuhan (Mnif dan Tahari, 2020Db).

Keanggotaan-silang DPS merupakan salah satu aspek penting yang dimiliki DPS,
hal ini karena dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan DPS terkait permasalahan
yang dihadapi bank syariah. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa
keanggotaan silang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan (Farook et al., 2011; Rahman
dan Bukair, 2013; El-Halaby dan Hussainey, 2016). Meskipun demikian, belum banyak
dijumpai literatur yang membahas keanggotaan-silang DPS di Indonesia. Selain itu,
penelitian terdahulu mengukur keanggotaan-silang dengan model dummy. Dalam
penelitian ini, peneliti akan mengukur keanggotaan-silang dengan cara melihat
persentase anggota DPS yang duduk pada lebih satu bank syariah. Di mana ukuran ini
mengikuti apa yang telah diajukan Nomran et al. (2018) dalam penelitiannya.

Komisaris independen, menurut teori keagenan dengan masuknya komisaris
independen di dalam suatu perusahaan akan membuat informasi lebih transparan. Hal ini
karena komisaris independen akan bekerja memenuhi persyaratan pengungkapan yang
telah ditetapkan. Selain itu, komisaris independen dapat juga berperan sebagai
penghubung antara perusahaan dengan pihak eksternal. Penelitian sebelumnya
menemukan bahwa keberadaan komisaris independen akan membuat bank lebih
transparan dengan mengungkapkan informasi (Juhmani, 2017; Mnif dan Tahari, 2020a).
Hasil berbeda ditemukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016), di mana komisaris

independen tidak memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan.
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Komite audit independen, El-Halaby dan Hussainey (2016) menyarankan untuk
penelitian selanjutnya agar menguji peran komite audit independen. Salah satu tugas
komite audit adalah untuk memastikan terdapat integritas dalam pelaporan keuangan
melalui pemantauan dan pengendalian. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, bahwa
adanya komite audit untuk mengurangi asimetri informasi dan mengurangi biaya
keagenan. Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa peranan komite audit dapat
mempengaruhi tingkat pengungkapan. Hal ini seperti yang ditemukan oleh Sellami dan
Fendri (2017): Mnif dan Tahari (2020a). Hasil berbeda ditemukan oleh Juhmani (2017)
dan Grassa et al. (2018).

Investment account holders (IAH). Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby dan
Hussainey (2016) menemukan bahwa variabel-variabel kepemilikan tidak
mempengaruhi tingkat pengungkapan. Oleh karenanya, peneliti akan mencoba meneliti
hubungan IAH dengan tingkat pengungkapan. IAH merupakan suatu hal yang unik
dimiliki oleh bank syariah, di mana IAH tidak boleh dicatat sebagai kewajiban dan tidak
boleh diakui sebagai penyertaan modal seperti saham. Tetapi IAH menjadi salah satu
sumber terbesar dalam mengumpulkan dana operasional. Sehingga para pemegang akun
IAH ini patut untuk diperhatikan. Adapun penelitian terdahulu yang menemukan
pengaruh signifikan IAH terhadap tingkat pengungkapan di antaranya (Farook et al.,
2011); Grassa et al. (2018). Abdullah et al. (2015) dan Mnif dan Tahari (2020a).
Meskipun demikian, belum banyak literatur di Indonesia yang meneliti tentang pengaruh
IAH pada bank syariah.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan

dibiayai dengan utang. Menurut teori kontrak utang, semakin tinggi rasio utang yang
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dimiliki suatu perusahaan akan membuatnya menyajikan lebih banyak informasi. Hal ini
untuk menghindari undervaluasi pada bank, yang nantinya akan berdampak buruk pada
kegiatan operasional bank (Januarti, 2004). Oleh karenanya informasi yang dimuat dalam
laporan keuangan dapat dijadikan media komunikasi kepada kreditur. Penelitian yang
dilakukan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016) menyarankan untuk menguji pengaruh
leverage terhadap tingkat pengungkapan. Adapun penelitian terdahulu menemukan
bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan seperti Juhmani
(2017); Garas (2017); El-halaby et al. (2018) dan Mnif dan Tahari (2020D).
Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Menurut teori
pensinyalan, suatu perusahaan dengan rasio profitabilitas tinggi, akan lebih
mengungkapkan banyak informasi sebagai sinyal kepada investor, bahwa perusahaan
dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Berdasarkan penelitian terdahulu,
ditemukan bahwa profitabilitas mempengaruhi tingkat pengungkapan di antaranya
Alrawahi dan Sarea (2016); Juhmani (2017) dan El-Halaby et al. (2018). Meskipun
demikian terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara
profitabilitas dengan tingkat pengungkapan, seperti yang ditemukan oleh El-Halaby dan
Hussainey (2016); Garas (2017) Mnif dan Tahari (2020a) dan Mnif dan Tahari (2020b).
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total aset, hal ini untuk
menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan. Hubungan ukuran perusahaan dengan
pengungkapan dijelaskan dalam beberapa teori, misalnya teori keagenan. Menurut teori
keagenan, perusahaan besar akan dituntut oleh banyak pihak agar mengungkapkan
informasi. Hal ini karena semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar juga

pihak-pihak yang mengawasinya, seperti pemerintah dan masyarakat utamanya para
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stakeholders. Adapun penelitian terdahulu, menemukan hubungan signifikan antara
ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan, di antaranya El-Halaby dan
Hussainey (2016); Garas (2017); El-Halaby et al. (2018) dan Mnif dan Tahari (2020b).
Hal sebaliknya ditemukan oleh Alrawahi dan Sarea (2016); Juhmani (2017); dan Sellami
dan Tahari (2017).

Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat kerangka pemikiran dengan tujuan
untuk mempermudah memahami pengaruh remunerasi DPS, keanggotaan-silang DPS,
komisaris independen, komite audit independen, IAH, leverage, profitabilitas, dan

ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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2.9 Pengembangan Hipotesis
2.9.1. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara remunerasi agen (direktur)
dan manfaat yang diterima dari prinsipal (pemegang saham), bahwa remunerasi yang
tinggi dapat memotivasi dan mempertahankan direktur untuk menjalankan tugasnya dan
bekerja lebih keras untuk kepentingan pemegang saham (Razali et al., 2018). Watts dan
Zimmerman (1978) juga menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat diselesaikan
dengan menawarkan kontrak kompensasi yang menarik berdasarkan kinerja organisasi.

Dengan memperluas argumen ini ke DPS, remunerasi yang diberikan kepada
anggota DPS diharapkan dapat mempengaruhi kualitas pengawasan. Selain itu,
remunerasi yang diterima oleh DPS dapat digunakan sebagai ukuran kinerja, karena
remunerasi yang diberikan biasanya didasarkan pada keterampilan dan upaya yang telah
dilakukan DPS. Selain itu, DPS juga berhak mendapatkan kompensasi karena mereka
sudah mendedikasikan waktunya untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan arahan
syariah. Remunerasi ini juga mendorong anggota DPS untuk mencurahkan waktu bagi
bank syariah guna menghormati komitmen kontrak mereka (Mnif dan Tahari, 2020b).

Jumlah remunerasi besar yang dibayarkan kepada DPS dapat meningkatkan
upaya dan kualitas pekerjaan mereka. Menurut Alman (2012), pemberian remunerasi
yang tinggi dapat mempertahankan anggota DPS berkualitas tinggi dan karenanya,
berdampak juga pada kualitas pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Dengan
demikian, pembayaran remunerasi DPS yang tinggi dapat menjadi konstruksi yang lebih
baik untuk kualitas audit syariah dan meningkatkan cakupan pengungkapan bank syariah.

Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
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H1: Remunerasi yang diterima DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan
syariah bank syariah di Indonesia
2.9.2. Cross-membership Anggota Dewan Pengawas Syariah

Cross-membership (keanggotaan-silang) merupakan situasi di mana anggota DPS
duduk di beberapa DPS (Abdullah et al., 2013). Keanggotaan silang ini menimbulkan
kekhawatiran berupa kerahasiaan dan konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan, DPS
memiliki akses ke informasi rahasia dan sensitif yang mungkin berdampak pada
persaingan antar bank syariah. Selain itu, keanggotaan silang dapat membuat DPS
memiliki waktu yang sedikit untuk mencurahkan kinerjanya untuk satu bank syariah
(Garas, 2012).

Terlepas dari argumen tersebut, Dahya et al. (1996) menyampaikan bahwa
keanggotaan silang dapat memberikan pengalaman yang lebih banyak bagi anggota DPS.
Hal ini memungkinkan mereka untuk membahas lebih banyak permasalahan yang
dihadapi bank syariah, akibatnya pengetahuan dan wawasan anggota DPS semakin
banyak (Farook et al., 2011). Lebih lanjut Haniffa dan Cooke (2002) menambahkan
bahwa keanggotaan silang dapat meningkatkan transparansi bagi bank syariah.
Alasannya adalah pertama, anggota dengan keanggotaan silang dapat membuat
perbandingan dari pengetahuan yang diperoleh antar bank; kedua, keputusan di suatu
bank akan mempengaruhi keputusan di bank lain.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa keanggotaan silang DPS
mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi bank syariah seperti Farook et al.
(2011); (Abdullah et al., 2013); El-Halaby dan Hussainey (2016). Adapun hipotesis yang

diajukan sebagai berikut:
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H2: Keanggotaan silang DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah
bank syariah di Indonesia.
2.9.3. Komisaris Independen

Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, komisaris diposisikan sebagai pihak
yang mengawasi dan mengarahkan manajer untuk memuaskan kepentingan pemegang
saham (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga, keefektivitasan komisaris sangatlah
diperlukan. Forker (1992) berpendapat bahwa efektivitas komisaris ditentukan oleh
komposisinya. Oleh karena itu, memasukkan komisaris independen ke dalam dewan
komisaris dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas dewan. Alasannya,
karena komisaris independen tidak terafiliasi oleh pihak manapun. Selain itu keberadaan
direktur independen akan meningkatkan pengungkapan kualitatif yang lebih tinggi,
melalui pengawasan yang lebih baik (Jo dan Harjoto, 2011). Sejalan dengan ini, Rahman
dan Bukair (2015) menyampaikan bahwa komisaris independen cenderung lebih
mendorong manajer untuk terlibat pada lebih banyak aktivitas sosial dan memberikan
pengungkapan yang berkualitas tinggi.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa keberadaan komisaris independen
dapat meningkatkan pengungkapan informasi (Khan et al., 2013; Das et al., 2015;
Juhmani, 2017). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3: Keberadaan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan
syariah bank syariah di Indonesia
2.9.4. Komite Audit Independen

Menurut teori keagenan, keberadaan komisaris independen di dalam komite audit

dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi dan mengurangi peluang
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bagi manajemen untuk bersikap oportunistik dengan menyembunyikan informasi (Cotter
dan Silvester, 2003). Sejalan dengan ini, Juhmani (2017) menyampaikan bahwa komite
audit independen merupakan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya secara obyektif. Selanjutnya, Klein (2002) berpendapat bahwa, cara untuk
membuat komite audit yang independen dibutuhkan keberadaan direktur independen.
Semakin besar proporsi direktur independen, maka semakin mudah bagi dewan untuk
memiliki komite audit independen. Buah daripada hal tersebut adalah terciptanya
pengawasan pelaporan keuangan yang efektif.

Studi mengenai hubungan komite audit independen dengan tingkat kepatuhan
telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Al-Akra et al., (2010); Sellami dan Fendri
(2017); Mnif dan Tahari (2020a), di mana mereka menemukan bahwa komite audit
independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Adapun hipotesis yang
diajukan sebagai berikut:

H4: Komite audit independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah
bank syariah di Indonesia.
2.9.5. Investment Account Holders

Dalam struktur kepemilikan, bank syariah memiliki perbedaan yang cukup
signifikan dengan bank konvensional. Di mana bank syariah memiliki investment
account holders (IAH) atau dana syirkah temporer. IAH merupakan sumber dana dari
nasabah yang terbentuk dari kontrak partisipasi ekuitas (mudharabah dan musyarakah)
(Aggarwal dan Yousef, 2000).

IAH menjadi sumber dana terbesar untuk bank syariah, hal ini karena investor

syariah cenderung menginvestasikan dananya pada IAH daripada saham. Berkaitan

34



dengan 1AH, Abdullah (2015) menyampaikan bahwa risiko yang dihadapi pemegang
akun 1AH adalah tidak memilikinya hak suara formal. Sehingga bisa saja dalam konflik
keagenan antara bank, pemegang saham dan pemegang akun 1AH, pemegang akun IAH
menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karenanya untuk mengurangi kekhawatiran atas
kurangnya perlindungan pemegang akun IAH, bank syariah perlu memberikan
pengungkapan yang lebih transparan. Archer et al. (2009) menambahkan meskipun para
pemegang akun IAH tidak memiliki hak suara formal, tetapi keberadaan mereka seperti
halnya pemegang saham yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi. Hal
ini karena IAH memberikan proporsi dana terbesar bagi bank syariah.

Mnif dan Tahari (2020a) berpendapat bahwa efek relatif besarnya IAH pada bank
syariah membuat mereka lebih mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini didukung oleh
temuan Farook et al. (2011); Grassa et al. (2018) yang menunjukkan adanya hubungan
positif antara 1AH dengan tingkat pengungkapan. Adapun hipotesis yang diajukan
sebagai berikut:

H5: Investment account holder berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah
bank syariah di Indonesia.
2.9.6. Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar modal kerja suatu
perusahaan dibiayai dengan utang (Alrawahi dan Sarea, 2016). Teori agensi
mengasumsikan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung
mentransfer kekayaan mereka kepada pemegang saham dari pada pemegang obligasi. Hal
ini dimaksudkan agar perusahaan mendapatkan tambahan modal dari pemegang saham

(Omar dan Simon, 2011). Situasi seperti ini tentunya berdampak negatif bagi pemegang
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obligasi, karena pembayaran dividen yang tinggi dapat mengurangi aktiva yang tersedia
untuk pembayaran kepada pemegang obligasi (Sari, 2002). Oleh karena itu, untuk
menghindari sifat oportunistik manajer, pemegang obligasi menciptakan kontrak utang
dan meningkatkan pengawasan kepada manajer. Dampak daripada ini adalah
meningkatnya biaya agensi (Mnif dan Znazen, 2020) Sehingga untuk mengurangi biaya
agensi, perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung mengungkapkan lebih
banyak informasi dengan meyakinkan pemegang obligasi bahwa kontrak utang mereka
terlindungi. Selain itu, pengungkapan informasi yang luas juga dimaksudkan sebagai
sinyal, bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola risiko secara efektif
dan efisien (Srairi, 2018). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H6: Tingkat leverage yang tinggi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah
bank syariah di Indonesia.
2.9.7. Profitabilitas

Menurut Chavent et al. (2006) perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi
cenderung untuk memberikan informasi yang lebih luas secara komparatif. Hubungan
antara tingkat profitabilitas dan luasnya pengungkapan informasi ini dapat dijelaskan
melalui teori agensi dan teori sinyal. Di mana kedua teori itu menyatakan bahwa
perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung mengungkapkan lebih banyak
informasi untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Selanjutnya, manajer akan
mendapatkan kompensasi lebih dari kinerja tersebut (Marston dan Polei, 2004).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa peneliti menemukan hubungan
positif antara tingkat profitabilitas terhadap luasnya pengungkapan informasi yang

disajikan oleh bank (Haniffa dan Cooke, 2002; Juhmani, 2017; Alrawahi dan Sarea,
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2016). Meskipun demikian terdapat penelitian yang menunjukkan hubungan sebaliknya
seperti EI-Halaby dan Hussainey (2016); Garas dan EIMassah (2018). Menurut Haniffa
(2002), bagi bank syariah memberikan pengungkapan penuh merupakan bentuk
akuntabilitas kepada Allah SWT, sehingga dalam situasi apapun bank syariah harus tetap
melakukan pengungkapan (El-Halaby et al., 2018). Adapun hipotesis yang diajukan
sebagai berikut:
H7: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di
Indonesia
2.9.8. Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian terdahulu, beberapa peneliti menemukan hubungan yang
signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan kepatuhan (El-Halaby dan
Hussainey, 2016; Garas dan EIMassah, 2018; El-Halaby et al., 2018). Hal ini dapat
dijelaskan melalui teori keagenan, di mana perusahaan besar yang memiliki sumber daya
besar akan lebih diperhatikan oleh banyak kalangan. Sehingga untuk mengurangi
asimetri informasi, perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi. Selain itu,
perusahaan besar juga memiliki inisiatif lebih kuat untuk mematuhi persyaratan
pengungkapan, dengan tujuan menghindari tekanan dari pengawasan publik dan investor
(Watts dan Zimmerman, 1990). Pengungkapan kepatuhan selanjutnya akan menjadi
medium untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas masyarakat (Sencal dan Asutay,
2020). Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H8: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah bank

syariah di Indonesia.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari annual report atau
laporan tahunan yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing bank syariah.
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif berupa data panel (pooled data) yang
terdiri dari time series selama 6 tahun yaitu 2015-2020 dan data cross-section sebanyak
14 bank syariah.
3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum
syariah (BUS) di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2020. Pemilihan sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel
didasarkan pada kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang representatif terhadap
populasi. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:
1. Bank syariah yang telah menerbitkan laporan tahunannya pada website resmi masing-

masing bank syariah.

2. Menerbitkan laporan tahunannya selama periode 2015-2020 dan telah diaudit.
3. Laporan tahunannya berakhir pada 31 Desember.
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan bentuk variabel terikat yang dipengaruhi oleh
variabel independen atau bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa tingkat

pengungkapan atau kepatuhan syariah yang diukur menggunakan indikator yang telah
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diusulkan oleh El-Halaby dan Hussainey (2016). Adapun indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat kepatuhan syariah berjumlah 60 item, di mana masing-masing
indikator akan dinilai secara dummy, yaitu bernilai 1 jika indikator tersebut berlaku dan
dijalankan di bank syariah terkait, dan bernilai O apabila indikator tersebut tidak
dijalankan. Selanjutnya, setelah seluruh indikator diberi bobot, maka seluruh bobot
indikator yang terpenuhi dijumlah dan dibagi dengan jumlah skor standar, atau dapat
diformulasikan sebagai berikut:

Total skor item terpenuhi

Indeks K tuhan S iah =
rglegSThepatunan oy il Jumlah skor standar

3.3.2. Variabel Independen
a. Remunerasi DPS

Remunerasi merupakan segala bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada
pegawai atas kinerja yang telah diberikan. Menurut teori keagenan, pemberian
remunerasi yang tinggi dapat memotivasi kinerja dan mempertahankan kerja keras
pegawai. Sejalan dengan ini, Mnif dan Tahari (2020b) berpendapat bahwa pemberian
remunerasi bagi DPS dapat meningkatkan pengawasan terhadap operasional bank
syariah. Selain itu, pemberian remunerasi yang tinggi dapat mendorong DPS untuk lebih
mencurahkan waktunya dalam aktivitas bank syariah, sehingga akan meningkatkan
kualitas pelaporan bank syariah. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur
remunerasi DPS telah diusulkan oleh Grassa dan Matoussi, (2014); Mnif dan Tahari
(2020b) dengan rumus:

Log Total Remunerasi
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b. Cross-membership DPS

Cross-membership atau keanggotaan-silang merupakan kondisi di mana DPS
duduk di lebih dari satu bank syariah. Menurut Panjaitan dan Sriwiyanti (2020)
keanggotaan-silang DPS dapat meningkatkan pengalaman kerja, dan memungkinkan
membuat mereka melakukan pengawasan dengan lebih baik. Adanya keanggotaan silang
diharapkan bank syariah dapat lebih memenuhi pengungkapan yang dipersyaratkan
dalam laporannya (Abdullah et al., 2013). Variabel ini diukur dengan menggunakan
persentase anggota DPS yang diwaktu bersamaan duduk di bank syariah lain (Nomran et
al., 2018).
c. Komisaris Independen

Menurut Haniffa dan Cooke (2002) komisaris independen merupakan mekanisme
tata kelola perusahaan yang ditujukan untuk mengurangi biaya agensi. Komisaris
independen ditugaskan untuk mengarahkan manajer agar bersikap lebih transparan
dengan lebih banyak mengungkapkan informasi kepada publik utamanya pemegang
saham. Menurut Ruslim dan Santoso (2018) efektivitas komisaris independen
dipengaruhi oleh proporsi komisaris dalam dewan komisaris. Semakin tinggi
proporsinya, diharapkan kinerja dewan komisaris menjadi lebih baik, sehingga
meningkatkan pengungkapan pada laporan bank syariah. Berdasarkan hal tersebut,
variabel ini akan diproksikan dengan proporsi komisaris independen di dalam dewan

komisaris (El-Halaby dan Hussainey, 2016).
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d. Komite Audit Independen

Komite audit merupakan badan independen di dalam perusahaan yang bertugas
untuk memastikan pelaporan keuangan memiliki integritas dan memenuhi standar
pengungkapan. Tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk mengurangi oportunistik
manajer yang timbul sebab adanya asimetri informasi. Dalam praktiknya, komite audit
melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap aktivitas bank, dan untuk
meningkatkan efektivitas fungsi ini, diperlukan pihak independen. Semakin besar
proporsi pihak independent, diharapkan bank syariah lebih patuh terhadap persyaratan
pengungkapan yang ada. Variabel ini diproksikan dengan proporsi komite audit

independen di dalam komite audit, atau diformulasikan sebagai (Juhmani, 2017):

Proporsi Komite Audit Independen= Jumlah Komite Audit Independen
Jumlah Komite Audit

e. Investment Account Holders

Investment Account Holders merupakan struktur kepemilikan pada bank syariah
yang dananya bersumber dari dana nasabah. Pengaruh Investment Account Holder (IAH)
pada bank syariah sangatlah signifikan, hal ini dikarenakan hampir seluruh dana yang
dimiliki bank bersumber dari dana nasabah, sehingga semakin tinggi proporsi IAH akan
meningkatkan pengawasan dan berdampak pada tingkat pengungkapan bank syariah
(Farook et al., 2011). Adapun pengukuran pada variabel IAH dengan cara

membandingkan dana pihak ketiga dibagi dengan modal disetor penuh pemegang saham.
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Hasil dari perhitungan ini akan menghasilkan proporsi IAH (Mnif dan Tahari, 2020a),

atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

Dana Pihak Ketiga
Total Ekuitas

Proporsi IAH =
f. Leverage
Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana bank atau
perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, mengakibatkan tingginya risiko
tak tertagihnya utang menjadi lebih tinggi. Sehingga untuk menghindari risiko tersebut,
kreditor akan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas bank. Dampaknya bank
akan lebih mengungkapkan banyak informasi (Yani dan Suputra, 2020). Untuk
mengetahui tingkat leverage suatu bank dapat melalui cara sebagai berikut (EI-Halaby et
al., 2018):

Total Hutang
Total Aset

Leverage =

g. Profitabilitas
Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank
atau perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu.
Menurut teori signaling perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung
mengungkapkan lebih banyak informasi. Adapun untuk mengetahui tingkat profitabilitas

dapat diketahui melalui cara sebagai berikut (EI-Halaby dan Hussainey, 2016):

_ Earning After Tax

ROA
Total Assets
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h. Ukuran Perusahaan
Menurut teori agensi, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung lebih
diawasi oleh berbagai pihak, sehingga perusahaan dituntut untuk lebih banyak
mengungkapkan informasi, Untuk mengetahui ukuran perusahaan dapat diketahui
melalui total aset (El-Halaby dan Hussainey, 2016).
Ukuran Perusahaan = Log Total Aset

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek
penelitian dan analisis deskriptif tiap variabel adalah statistic/ analisis deskriptif.
Statistik/ analisis deskriptif berisi ringkasan statistik yang memuat di antaranya: nilai
rata-rata, median, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Lebih lanjut,
untuk mengetahui keterkaitan antara tiap variabel independen terhadap variabel
dependen menggunakan analisis data panel berupa regresi linear berganda (OLS) dengan
alat bantu berupa program Eviews 10.
3.5 Estimasi Model Regresi dengan Model Panel

Menurut Widarjono (2009) dalam Prasanti et al. (2015), data panel adalah
gabungan antara data time series (runtun waktu) dan data cross section (individual).
Secara umum model regresi data panel dapat dinyatakan sebagai berikut:

Yit = ait + Xitff + Uit

i 1,2, ,N, menunjukkan unit data cross section
t L2, ,T, menunjukkan uni data time series
Yit . nilai variabel dependen unit cross section ke-i untuk periode waktu

ke-t
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B : (Bs, B2, ...,px) adalah vektor slope berukuran 1 x k dengan k

banyaknya variabel independen

Xit © (Xait, Xait, ..., Xkit) menunjukkan vector observasi pada variabel
independen
Uit : error regresi unit cross section ke-i untuk periode waktu ke-t

Dalam melakukan estimasi model regresi data panel terdapat tiga pendekatan yang
sering digunakan, yaitu pendekatan common effect, fixed effect, dan random effect (Porter
dan Gujarati, 2013).

3.5.1. Model Common Effect (CE)

Model common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi
model regresi data panel. Pendekatan ini mengabaikan heterogenitas antar unit cross
section maupun time series. Dalam mengestimasi model common effect dapat dilakukan
dengan metode ordinary least square (OLS). Secara umum model regresi data panel
dapat dinyatakan sebagai berikut:

Yit = o+ Xitfp + Ut
3.5.2. Model Fixed Effect (FE)

Model fixed effect merupakan model yang memperkenankan heterogenitas antar
subjek dengan memberi setiap entitas nilai intersep tersendiri. Istilah fixed effect sendiri
menunjukkan intersep yang berbeda-beda untuk tiap-tiap subjek, tetapi tiap intersep tiap
entity tidak berubah seiring waktu.

Yit = ai + Xitff + Uit
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3.5.3. Model Random Effect (RE)

Model random effect (RE) mengasumsikan setiap unit cross section memiliki
perbedaan intersep. Namun demikian, diasumsikan bahwa intersep «i adalah variabel
acak dengan mean ao. Sehingga intersep dapat ditulis sebagai ai = ao + & dengan &;
merupakan error random yang mempunyai mean nol dan varian ¢%. Model random effect
dapat dinyatakan sebagai berikut:

Yit = a0+ Xitff + Wit

Dengan Wit = & + Ui, &iadalah komponen error cross section, dan Uit adalah error
secara menyeluruh yang merupakan kombinasi time series dan cross section. Estimasi
model random effect dilakukan dengan metode Generalized Least Square (GLS).

Penelitian mengenai analisis pengaruh kinerja keuangan dan tata kelola
perusahaan terhadap tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Indonesia diestimasi
menggunakan model regresi. Regresi ini digunakan untuk meramalkan pengaruh antara
variabel independen (X) terhadap variabel independen.

Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:
Yit= S0 + BISSBREMit + 2 SSBCROSSit + f3KOMINDit + p4 AUDINDIt

+ B5 IAHit + B6 LEVit + B7 PROFITit + B8 SIZEit + eit

Di mana:
Yit = Kepatuhan syariah pada bank i pada periode t.
B0 = Konstanta

B1, B2, B3, B4, BS, p6 = Koefisien regresi
SSBREMIit = Remunerasi DPS pada bank i pada periode t

SSBCROSSIt = Keanggotaan-silang DPS pada bank i pada periode t
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KOMINDit = Komisaris independen pada bank i pada periode t

AUDINDit = Komite Audit Independen pada bank i pada periode t

IAHit = Investment account holder pada bank i pada periode t
LEVit = Leverage pada bank i pada periode t

PROFit = Profitabilitas pada bank i pada periode t

SIZEit = Ukuran perusahaan pada bank i pada periode t

Eit = Error

3.6 Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini bertujuan untuk memilih model terbaik pada
regresi data panel. Dalam memilih model regresi yang paling tepat dengan tujuan
penelitian ini, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu Uji Chow dan Uji
Hausman
3.6.1. Uji Chow atau Likelihood-test

Dilakukan untuk membandingkan /memilih model mana yang terbaik antara
CE dan FE. Untuk mengetahui model mana yang terpilih adalah dengan cara melihat
nilai signifikan profitabilitas dari cross-section chi-square. Jika nilainya >0.05 maka
model yang terpilih adalah CE, jika <0.05 maka model yang terpilih adalah FE
3.6.2. Uji Hausman

Dilakukan untuk membandingkan/model mana yang terbaik antara FE dan
RE. Untuk mengetahui model mana yang terpilih, adalah dengan melihat nilai
probabilitas cross-section random. Jika nilainya >0.05 dapat disimpulkan model RE

lebih tepat dibandingkan dengan model FE.
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3.7 Uji Asumsi Klasik
3.7.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian data yang digunakan untuk mengetahui
apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dapat
dikatakan baik, apabila memiliki distribusi normal. Cara untuk mengetahui data
terdistribusi normal adalah dengan melihat nilai probabilitas pada hasil uji normalitas.
Jika nilai probabilitas >0.05 maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika <0.05 maka
data tidak terdistribusi normal.
3.7.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas.
Model regresi dikatakan baik apabila suatu model tidak terjadi korelasi antar variabel
bebas. Untuk mengetahui, apakah suatu model mengalami multikolinearitas adalah
dengan melihat matrik korelasi antar variabel bebas. Jika nilainya tidak lebih dari 0.9,

maka dapat disimpulkan tidak terjadi mengalami multikolinearitas.
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3.8 Pengujian Hipotesis

Uji statistik terdiri dari uji koefisien determinasi (R?), uji f statistik dan uji t statistik.
Uji koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol sampai 1, semakin nilai R? mendekati satu, berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen dapat
mempengaruhi variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan peneliti adalah
5%. Uji t diterima apabila nilai t hitung lebih kecil dari nilai signifikansi.

Uji f sendiri digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji f diterima
apabila nilai profitabilitas f-statistik lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, 5% atau 10%

(peneliti menggunakan nilai signifikansi 5%).
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4.1. Statistik Deskriptif

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh antara remunerasi DPS

(SSBREM), keanggotaan-silang DPS (SSBCROSS), komisaris independen (KOMIND),

komite audit independen (AUDIND), investment account holders (IAH), leverage

(LEVERAGE), profitabilitas (PROFIT) dan ukuran perusahaan (SIZE) terhadap tingkat

kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi bank syariah

yang berada di Indonesia selama periode 2015 — 2020. Selain itu, bank syariah yang

diteliti adalah yang menerbitkan laporan tahunannya pada website masing-masing bank

selama periode 2015 — 2020 dan telah diaudit. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

pada bab tiga, tersaring sepuluh bank syariah yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4.1 Daftar Bank Syariah Sampel

No

Nama Bank

[EEN

Bank Syariah Mandiri

Bank BRI Syariah

Bank BNI Syariah

Bank Muamalat Indonesia

Bank BCA Syariah

Bank Panin Dubai Syariah

Bank Mega Syariah

Bank Bukopin Syariah

©O| O N| o g | WO N

Bank BTPN Syariah

=
o

Bank BJB Syariah
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analisis deskriptif yang disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Y SSBREM | SSBCROSS | KOMIND | AUDIND | IAH | LEVERAGE | PROFIT | SIZE

Mean 81.28 8.86 62.39 68.75 83.06 5.78 18.29 0.68 13.21

Median | 83.33 8.85 50.00 66.67 85.71 5.21 16.35 0.46 12.96

Maximum | 88.33 9.39 100.00 100.00 100.00 | 28.09 82.46 8.54 14.10

Minimum | 70.00 7.80 0.00 0.00 33.33 0.64 5.24 -11.23 | 12.64

Std. Dev. | 4.60 0.26 34.12 18.68 19.95 4.19 11.04 2.73 0.44
Obs. 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data dari penelitian ini

sebanyak 60 data observasi. Hasil di atas menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-

rata dan standar deviasi untuk setiap variabel. Dari hasil analisis di atas, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel tingkat kepatuhan syariah (Y) yang diukur dengan membagi seluruh item

yang diungkapkan pada satu bank dibagi dengan jumlah seluruh standar item yang

diungkapkan. Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata skor pengungkapan

kepatuhan bank syariah di Indonesia yang diobservasi selama 2015 — 2020

menunjukkan skor kepatuhan sebesar 81.28%. Adapun untuk tingkat kepatuhan

tertinggi sebesar 88.33% yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016.

Sedangkan untuk tingkat kepatuhan terendah sebesar 70% yang diperoleh BTPN

Syariah tahun 2015. Hal ini dikarenakan BTPN Syariah baru menjadi Bank Umum

Syariah (BUS) sejak 2014. Menurut EI-Halaby dan Hussainey (2016), semakin lama

usia bank, maka bank tersebut akan lebih banyak mengungkapkan informasi. Selain

itu selama periode 2015 — 2020, bank BTPN Syariah belum mengelola dana zakat,

sehingga tidak mengungkapkan pengelolaan dana zakat. Adapun standar deviasinya
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sebesar 4.6 yang menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan syariah bersifat
homogen atau dapat diartikan, skor rata-rata kepatuhan syariah ini dapat
merepresentasikan tingkat kepatuhan seluruh sampel.

. Variabel remunerasi DPS (SSBREM) yang diukur dengan log remunerasi DPS yang
diperoleh dari laporan tahunan bank menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8.86.
Adapun nilai maksimum dalam variabel ini 9.39 atau Rp. 2.4 miliar yang diberikan
Bank Syariah Mandiri kepada DPS di tahun 2019. Sedangkan untuk nilai
minimumnya sebesar 7.8 yang diberikan Bank Syariah Bukopin kepada DPS di tahun
2019. Adapun nilai standar deviasi sebesar 0.26, hal ini berarti bahwa variabel
remunerasi DPS bersifat homogen atau menunjukkan bahwa rata-rata jumlah
remunerasi yang diberikan bank kepada DPS dalam rentang yang sama.

. Variabel keanggotaan-silang DPS (SSBCROSS) yang diukur dengan persentase
anggota DPS yang duduk pada lebih satu bank syariah menunjukkan rata-rata sebesar
62.39%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota DPS tidak hanya menjadi
anggota DPS pada satu bank saja melainkan juga menjadi anggota DPS pada bank
syariah lain. Adapun nilai maksimum keanggotaan-silang DPS sebesar 100% yang
dimiliki oleh Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BCA
Syariah, Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah. Sedangkan nilai minimumnya sebesar
0%. Standar deviasi variabel ini sebesar 34.11, yang menunjukkan bahwa variabel ini
bersifat homogen, yang berarti bahwa rata-rata skor keanggotaan-silang DPS dapat
merepresentasikan persentase keanggotaan-silang DPS pada masing-masing bank

syariah.
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4. Variabel komisaris independen (KOMIND) yang diproksikan dengan persentase
jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan seluruh anggota komisaris,
menunjukkan rata-rata sebesar 68.75%. Nilai rata-rata ini menandakan bahwa
proporsi anggota komisaris independen dalam bank syariah cukup tinggi. Skor rata-
rata ini tentunya sangat baik, mengingat persentase komisaris independen yang
dipersyaratkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI1/2013
sebesar 50%. Hal ini guna meningkatkan efektivitas dewan komisaris dalam
melaksanakan pengawasan. Selanjutnya berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai
maksimum komisaris independen sebesar 100%, yang dimiliki oleh BSM tahun 2019,
BNI Syariah tahun 2016 dan 2017, Bank Panin Dubai Syariah 2017, dan Bank Mega
Syariah 2015 — 2020. Lebih lanjut, diketahui bahwa nilai minimum persentase
komisaris independen sebesar 0% yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah tahun
2016, hal ini dikarenakan kedua komisaris independen mengundurkan diri. Standar
deviasi dalam penelitian ini sebesar 18.68 menunjukkan bahwa variabel ini bersifat
homogen atau berarti, nilai rata-rata komisaris independen dapat merepresentasikan
persentase komisaris independen pada bank sampel.

5. Variabel komite audit independen (AUDIND) yang diproksikan dengan persentase
jumlah anggota komite audit independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit
menunjukkan skor rata-rata sebesar 83.06%. Hasil ini tentunya sangat baik,
mengingat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI1/2009 tanggal 7
Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate  Governance,
mempersyaratkan minimal komisaris independen ditambah pihak independen

memiliki 51% proporsi dalam komite audit. Proporsi atau persentase minimal ini,
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ditujukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, utamanya dalam hal
informasi keuangan dan sistem pengendalian internal. Lebih lanjut, berdasarkan tabel
4.2 diketahui nilai maksimum komite audit independen sebesar 100%, yang dimiliki
oleh BSM tahun 2019, BRI Syariah 2017 — 2020, BNI Syariah 2016 — 2018, Bank
Muamalat Indonesia 2017 — 2020, BCA Syariah 2015 — 2018, Bank Panin Dubai
Syariah 2017, dan Bank Mega Syariah 2015 — 2020. Selanjutnya, berdasarkan tabel
4.2 diketahui bahwa nilai minimum sebesar 33.33%, yang dimiliki oleh bank
BUKOPIN Syariah tahun 2015 — 2017; dan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun
2020. Standar deviasi variabel ini sebesar 19.95 yang menunjukkan bahwa data
bersifat homogen atau berarti nilai rata-rata komite audit independen dapat
merepresentasikan persentase komite audit independen dalam bank sampel.

. Variabel investment account holders (IAH) yang diukur dengan jumlah dana pihak
ketiga dibagi jumlah ekuitas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5.78, atau yang
berarti bahwa nilai akun 1AH pada bank syariah lebih besar daripada jumlah ekuitas
yang dimiliki. Hal ini tentu saja menunjukkan ketergantungan bank terhadap para
pemegang akun IAH. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai
maksimum IAH sebesar 28.09 yang dimiliki Bank Panin Dubai Syariah pada tahun
2017. Lebih lanjut, dari tabel 4.2 diketahui bahwa nilai minimum IAH sebesar 0.64
yang dimiliki Bank Mega Syariah tahun 2017. Standar deviasi sebesar 4.19 yang
menunjukkan bahwa data bersifat homogen, atau berarti nilai rata-rata I1AH dapat
merepresentasikan |AH pada bank sampel.

. Variabel leverage (LEVERAGE) yang diukur dengan total utang dibagi dengan total

aset, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 18.29% atau berarti, dari 100% jumlah aset
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bank syariah, hanya 18,29% vyang bersumber dari utang, sedangkan 81,71%
bersumber dari dana pihak ketiga dan ekuitas. Hasil ini juga menunjukkan besarnya
kemampuan bank untuk melunasi utang-utang kepada kreditur. Berdasarkan tabel 4.2
diketahui nilai maksimum leverage sebesar 82.46% yang dimiliki oleh Bank Mega
Syariah pada tahun 2020. Tingginya utang ini disebabkan adanya akun efek-efek
yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 4,5 triliun dan menyebabkan utang
bank mega syariah naik sebesar 558.63% dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya,
berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai minimum leverage sebesar 5.24% yang
dimiliki bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2019. Hasil ini tentunya
menggambarkan kecilnya kebutuhan utang pada bank Panin Dubai Syariah untuk
membiayai kegiatan operasionalnya. Standar deviasi variabel leverage sebesar 11.04
yang menunjukkan data bersifat homogen atau berarti nilai rata-rata variabel leverage
dapat merepresentasikan rasio leverage pada bank sampel.

. Variabel profitabilitas (PROFIT) yang diukur dengan laba setelah pajak dibagi
dengan total aset memiliki nilai rata-rata sebesar 0.68% yang berarti bahwa rata-rata
bank sampel memiliki tingkat keuntungan sebesar 0.68% atas total aset yang dimiliki
oleh bank sampel. Hasil ini juga dapat menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan
aset suatu perusahaan, sehingga rumus ini dapat dijadikan pembanding efisiensi antar
perusahaan. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai maksimum profitabilitas
sebesar 8.54% yang diperoleh BTPN Syariah tahun 2019. Nilai maksimum ini
tentunya menggambarkan bahwa pengelolaan total aset bank BTPN lebih efisien jika
dibandingkan rata-rata bank sampel. Selanjutnya, berdasar tabel 4.2 diketahui bahwa

nilai minimum profitabilitas sebesar -11.23% yang diterima Bank Panin Dubai
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Syariah tahun 2017. Hasil ini dikarenakan di tahun 2017, Bank Panin Dubai Syariah
memiliki beban kerugian nilai yang sangat tinggi, di mana tahun 2016 sebesar Rp.
58.624.508.000 berubah menjadi Rp 1.000.205.338.000. Hal ini disebabkan oleh
meningkatnya NPF (rasio pembiayaan bermasalah) pada pembiayaan mudharabah
tahun 2017 sebesar 19.03 dari 1.39 di tahun 2016, dan NPF pembiayaan musyarakah
tahun 2017 sebesar 13.40 dari 2.14 pada tahun 2016. Standar deviasi variabel
profitabilitas sebesar 2.73 atau data bersifat heterogen, artinya nilai rata-rata variabel
profitabilitas tidak merepresentasikan rasio profitabilitas bank sampel.

. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksikan dengan log total assets
menunjukkan nilai rata-rata sebesar 13.21 dan memiliki standar deviasi sebesar 0.45,
yang menunjukkan bahwa data variabel ukuran perusahaan bersifat homogen dan
berarti nilai rata-rata ini dapat merepresentasikan ukuran perusahaan pada bank
sampel. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai maksimum variabel ukuran
perusahaan sebesar 14.1 yang dimiliki Bank Syariah Mandiri tahun 2020 atau sebesar
Rp 126.907.940.000.000. Selanjutnya, nilai minimum variabel sebesar 12.64 atau Rp

4.439.580.046.527 yang dimiliki bank BCA Syariah tahun 2015.

4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Analisis Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan

independen dalam penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu model

regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi normal. Adapun uji normalitas yang

telah dilakukan menggunakan aplikasi e-views menunjukkan bahwa data terdistibusi

normal.
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Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals

14

12 | Sample 2015 2020
Observations 60
10 |
Mean 2.50e-14
8 — Median -0.178046

6 Maximum 8.427766

Minimum -9.021741

4| Std. Dev. 3.282149

| Skewness -0.081352

2] H W Kurtosis 3.593134

0 W — m Jarque-Bera  0.945700
-10 -9 -8 -7 -6

T
54-3-2-10123 456 7 8 9 | propapility 0623224

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai probability sebesar 0.623224 > 0.05
yang menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat normalitas.
4.2.2. Analisis Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
apakah suatu model regresi terjadi korelasi antar variabel independen (bebas). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk
mengetahui apakah terjadi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dapat diketahui
dengan melihat nilai pada matrik korelasi. Jika nilainya >0.90 maka dapat disimpulkan
adanya masalah korelasi dalam model regresi tersebut.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

SSBREM SSBCROSS | KOMIND | AUDIND IAH LEVERAGE PROFIT SIZE

SSBREM 1 0.142454 | 0.153468 | 0.472602 | 0.1640902 0.037798 0.058089 0.636579
SSBCROSS | 0.142454285 1 -0.10544 | 0.175127 | 0.1003839 0.03901 0.188545 0.332391
KOMIND 0.153467773 -0.10544 1 0.346412 | 0.0804729 0.129241 -0.17606 -0.00325
AUDIND 0.472602085 | 0.175127 | 0.346412 1 -0.13476 0.180721 0.304897 0.214118
IAH 0.164090156 | 0.100384 | 0.080473 | -0.13476 1 -0.06356 -0.52714 0.47911
LEVERAGE | 0.037797761 0.03901 0.129241 | 0.180721 | -0.063556 1 0.155149 0.177241
PROFIT 0.058089492 | 0.188545 -0.17606 | 0.304897 | -0.527142 0.155149 1 0.027966
SIZE 0.636578788 0.332391 -0.00325 | 0.214118 | 0.4791099 0.177241 0.027966 1

56




Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai dari korelasi antar variabel
independen, tidak ada yang melebihi 0.90. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model
regresi ini tidak mengandung masalah korelasi.

4.3. Pemilihan Model Regresi

Dalam regresi data panel terdapat tiga model regresi yang dapat dipilih yaitu
common effect, fixed effect dan random effect. Untuk memilih model regresi yang paling
tepat dapat dilakukan dengan melakukan uji chow dan uji hausman.

4.3.1 Uji Chow

Uji chow bertujuan untuk memilih model antara common effect atau fixed effect.
Untuk mengetahui model mana yang terpilih adalah dengan cara membandingkan nilai
signifikansi dengan nilai probabilitas cross-section chi-square. Apabila nilainya
melebihi >0,05 (5%) maka model yang terpilih adalah common effect, jika <0,05 (5%)
maka model yang terpilih adalah fixed effect

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 8.42854 (9,42) 0.000000
Cross-section Chi-square 61.9081 9 0.000000

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section chi-square
adalah 0.00, atau dengan kata lain, memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada
0.05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang paling tepat pada
penelitian ini adalah fixed effect.

4.3.2 Uji Hausman
Uji hausman dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara fixed

effect atau random effect. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara
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nilai probabilitas cross-section random dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Apabila
nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih
adalah fixed effect, sebaliknya, jika nilai probabilitas cross-section random lebih besar
dari 0,05 maka model yang terpilih adalah random effect.

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.

Cross-section random 18.39104 8 0.0185

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section random
adalah 0.0185 atau dengan kata lain, memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil
daripada nilai signifikansi 0.05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi
yang paling tepat dalam penelitian ini adalah fixed-effect.

4.4. Pengujian Hipotesis
4.4.1. Koefisien Determinasi (R?)

Nilai koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol sampai satu, semakin nilai R? mendekati satu, berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel independen.

Tabel 4.7 Hasil R-squared
R-squared 0.81828
Adjusted R-squared 0.744727

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.7447,
hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini di

antaranya: remunerasi DPS, keanggotaan-silang DPS, komisaris independen, komite
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audit independen, investment account holders, leverage, profitabilitas, dan ukuran
perusahaan secara bersama-sama mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah bank
syariah sebesar 0.7447 atau 74,47%. Sedangkan untuk sisanya 25.53% dapat dijelaskan
oleh variabel-variabel diluar penelitian ini.

4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan
terhadap variabel dependen. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan antara
nilai probabilitas f-statistic dengan nilai signifikansi 0.05 atau 5%. Apabila nilai
probabilitas menunjukkan hasil yang kurang dari nilai signifikansi maka dapat diartikan
bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.7 Hasil Uji F
F-statistic 11.12501
Prob(F-statistic) 0.00000

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai probabilitas f-statistic sebesar 0.0000,
atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 (5%). Hal ini dapat diartikan bahwa semua
variabel independen dalam penelitian ini berupa remunerasi DPS, keanggotaan-silang
DPS, komisaris independen, komite audit independen, investment account holders,
leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap
tingkat kepatuhan syariah bank syariah.

4.4.3. Model Regresi
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan maka diperoleh

persamaan regresi. Adapun hasil dari regresi dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel Statis

Variable Coefficient
C -10.79858
SSBREM -2.466495
SSBCROSS 0.041688
KOMIND 0.056841
AUDIND -0.079559
IAH -0.122117
LEVERAGE 0.060275
PROFIT 0.273338
SIZE 8.59095

Dari hasil regresi pada tabel 4.9 dapat disederhanakan menjadi persamaan model
regresi yang berfungsi untuk menganalisis variabel dependen. Pada penelitian ini variabel
dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan syariah (Y). Adapun variabel
independen dalam penelitian ini adalah remunerasi DPS, keanggotaan silang DPS,
komisaris independen, komite audit independen, investment account holders (IAH),
leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Adapun persamaan model regresi fixed
effect dinyatakan sebagai berikut:

Y=-10.798 — 2.466 SSBREM + 0.041 SSBCROSS + 0.057 KOMIND - 0.079 AUDIND
—0.122 IAH + 0.060 LEVERAGE + 0.273 PROFIT + 8.590 SIZE + e
1. Konstanta (B1)

Nilai Konstanta (f1) dari tingkat kepatuhan sebesar -10.798. Hal ini dapat
diartikan jika nilai dari remunerasi DPS, keanggotaan silang DPS, komisaris independen,
komite audit independen, investment account holders (IAH), leverage, profitabilitas dan

ukuran perusahaan adalah nol, maka nilai tingkat kepatuhan syariah sebesar -10.798.
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2. Remunerasi DPS

Variabel remunerasi DPS (SSBREM) yang diproksikan dengan log remunerasi
memiliki nilai koefisien sebesar -2.466 dengan tanda negatif yang berarti apabila variabel
remunerasi DPS meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan
turun sebesar 2.466 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi
konstan.
3. Keanggotaan-silang DPS

Variabel keanggotaan silang DPS (SSBCROSS) yang diproksikan dengan
proporsi anggota DPS yang juga menjadi anggota DPS pada bank lain, memiliki nilai
koefisien sebesar 0.041 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel keanggotaan-
silang DPS meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan naik
sebesar 0.041 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Komisaris Independen

Variabel komisaris independen (KOMIND) yang diproksikan dengan proporsi
anggota komisaris independen, memiliki nilai koefisien sebesar 0.057 dengan tanda
positif yang berarti apabila variabel komisaris independen meningkat sebesar satu satuan,
maka tingkat kepatuhan syariah naik sebesar 0.057 dengan asumsi bahwa variabel
independen lain dalam kondisi konstan.
5. Komite Audit Independen

Variabel komite audit independen (AUDIND) yang diproksikan dengan proporsi
keberadaan anggota audit internal independen, memiliki nilai koefisien sebesar -0.079

dengan tanda negatif yang berarti apabila variabel komite audit independen meningkat
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sebesar satu satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan berkurang sebesar 0.079
dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
6. Investment Account Holders (IAH)

Variabel 1AH yang diukur dengan membandingkan jumlah dana pihak ketiga
dibagi dengan jumlah ekuitas, memiliki nilai koefisien sebesar -0.122 dengan tanda
negatif yang berarti apabila variabel IAH meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat
kepatuhan syariah akan berkurang sebesar 0.122 dengan asumsi bahwa variabel
independen lain dalam kondisi konstan.

7. Leverage

Variabel leverage yang diukur dengan membagi total utang dengan total aset
memiliki nilai koefisien sebesar 0.060 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel
leverage meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan syariah akan naik
sebesar 0.060 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

8. Profitabilitas

Variabel profitabilitas (PROFIT) yang diukur dengan membagi laba setelah pajak
dengan total aset, memiliki nilai koefisien sebesar 0.273 dengan tanda positif yang berarti
apabila variabel profitabilitas meningkat satu satuan maka tingkat kepatuhan akan naik
sebesar 0.273 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

9. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksikan dengan log total asset,
memiliki nilai koefisien sebesar 8.591 dengan tanda positif yang berarti pabila variabel
ukuran perusahaan meningkat satu satuan maka tingkat kepatuhan akan naik sebesar

8.591 dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
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4.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik T)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara
parsial atau dengan menganggap variabel lain konstan. Untuk mengetahui pengaruh
variabel independen secara parsial atau uji t dapat dilakukan dengan cara
membandingkan nilai probabilitas dengan nilai signifikansi 0.05 (5%). Apabila nilai
probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan variabel tersebut
berpengaruh. Selain itu dalam uji t ini, peneliti akan membandingkan hasil regresi data
panel statis dan data panel dinamis.

Tabel 4.9 Hasil Uji T Model Fixed Effect

Variable Data Panel Statis
t-Statistic Prob.
C -0.212638 0.8326
SSBREM -0.771937 0.4445
SSBCROSS 2.389388 0.0214
KOMIND 2.022502 0.0495
AUDIND -2.246602 0.03
IAH -0.95255 0.3463
LEVERAGE 1.671415 0.1021
PROFIT 1.159617 0.2528
SIZE 2.014088 0.0504

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa:
1. Variabel Remunerasi DPS (SSBREM)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel remunerasi DPS
sebesar 0.4445 yang menunjukkan nilai probabilitas lebih besar daripada nilai
signifikansi 5% atau 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi DPS tidak

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah.
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Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan Mnif dan Tahari (2020b), dan juga
tidak mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa pemberian remunerasi yang
tinggi dapat memotivasi dewan untuk bekerja lebih keras dan mengurangi konflik
kepentingan antara dewan dengan pemilik (Razali et al., 2018; Aslam et al., 2019). Hal
ini dikarenakan adanya perbedaan antara dewan pengawas syariah dan dewan komisaris.
Di mana dewan pengawas syariah adalah pihak independen yang merupakan perwakilan
dari dewan syariah nasional (DSN-MUI) yang memiliki tugas utama untuk memastikan
bank syariah telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dewan komisaris
bertugas untuk memaksimalkan kepentingan/keuntungan pemegang saham. Berdasarkan
argumen ini, tentunya menjadi wajar jika remunerasi DPS tidak menjadi faktor penentu
tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Lebih lanjut, AAOIFI GS 5 menyebutkan
bahwa DPS memiliki tanggung jawab yang besar kepada publik, yaitu memastikan bank
syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, AAOIFI GS 5 menuntut
agar DPS dapat memberikan layanan independen tanpa dipengaruhi oleh tekanan
kepentingan termasuk juga tingkat remunerasi.

2. Keanggotaan-Silang DPS (SSBCROSS)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel keanggotaan-silang DPS memiliki
nilai probabilitas 0.0214. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 atau
5%. Hasil ini dapat diartikan bahwa keanggotaan-silang DPS berpengaruh signifikan
terhadap tingkat kepatuhan syariah.

Hasil signifikan ini dapat dijelaskan bahwa, anggota DPS yang melayani lebih dari
satu bank syariah akan lebih banyak menghadapi berbagai perdebatan dan diskusi

mengenai praktik hukum syariah di industri syariah. Selanjutnya, keanggotaan-silang

64



DPS juga memungkinkan mereka untuk melakukan perbandingan praktik terbaik di
antara bank syariah. Bahkan dengan adanya keanggotaan-silang ini, DPS dapat juga
membandingkan dan memahami praktik pelaporan antar bank. Dari semua itu, nantinya
akan mendukung pengetahuan DPS tentang penerapan aturan syariah dan kebijakan
pengungkapan, sehingga akan meningkatkan efektivitas DPS, dan mengarah pada
peningkatan kinerja dan transparansi antar bank syariah (Farook et al., 2011; Abdullah et
al., 2013; Srairi, 2018).

Hanifa dan Cooke (2002) juga menambahkan, bahwa keputusan yang diambil DPS
pada satu bank syariah akan berpengaruh pada bank syariah lain dan mengarah pada
pengungkapan yang lebih transparan. Hubungan ini, juga dapat dijelaskan melalui
resource dependence theory, yang menyatakan bahwa adanya keanggotaan-silang DPS
dapat menjadi penghubung bank syariah dengan lingkungan eksternal dan
memungkinkannya untuk memantau kebijakan-kebijakan bank syariah lain. Sehingga,
keanggotaan-silang dapat menjadikan DPS sebagai sumber informasi untuk pengambilan
kebijakan pada bank tertentu (Nomran, Haron dan Hassan, 2018).

Hasil penelitian ini mendukung studi empiris terdahulu seperti Farook et al.
(2011); Abdullah et al. (2013); El-Halaby dan Hussainey (2016); Srairi, 2018; Nomran,
Haron dan Hassan (2018) dan Mnif dan Tahari (2020b). Bahwasannya keanggotaan-
silang DPS dapat meningkatkan tingkat pengungkapan atau kepatuhan syariah.

3. Komisaris Independen (KOMIND)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel komisaris independen memiliki

nilai probabilitas sebesar 0.0495. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi

5% atau 0.05, yang berarti variabel komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat
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kepatuhan syariah. Hasil ini dapat dijelaskan, bahwa tingginya proporsi komisaris
independen dalam komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap peningkatan
efektivitas pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta dapat
memberikan pertimbangan atau nasihat yang lebih baik untuk direksi. Hal ini seperti yang
telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang
pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah. Hasil signifikan ini
juga dapat dilihat dari nilai rata-rata proporsi komisaris independen yang besar, yaitu
68.75%, hasil ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen pada bank sampel
lebih tinggi dari proporsi yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/13/PBI/2013, yaitu 50%.

Argumen tentang efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris ditentukan oleh
tingginya proporsi komisaris independen disampaikan oleh Jensen dan Meckling (1976),
yang menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan
fungsi pengawasan dan menekan oportunistik manajer. Hal ini didukung oleh Weisbach
(1988) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas
pengawasan dan pemantauan terhadap tindakan manajemen. Hal ini karena komisaris
independen tidak terintimidasi oleh CEO. Meskipun demikian berdasarkan PBI Nomor
11/33/2009, dewan komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan, akan
tetapi menurut Pearce and Zahra (1992) keberadaan komisaris independen dalam
hubungannya memberikan nasihat, dapat memberikan pengaruh positif atas
pertimbangan dan keputusan direktur.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, tidak hanya menjalankan

fungsi pengawasan saja, melainkan dapat memberikan gambaran tambahan dalam
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pelaksanaan operasional perusahaan (Tricker, 1984). Hal ini dikarenakan komisaris
independen memiliki kontak lingkungan eksternal, sehingga dapat membawa informasi
ke dalam perusahaan. Dari semua argumen di atas, efektivitas komisaris independen akan
mengarahkan perusahaan ke dalam pengungkapan yang lebih baik.

Hasil signifikansi ini sekaligus mendukung penelitian terdahulu tentang
keberadaan komisaris independen yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan atau
kepatuhan terhadap standar yang berlaku bagi bank syariah (Khan et al., 2013; Das et al.,
2015; Juhmani, 2017; Garas, 2018).

4. Komite Audit Independen (AUDIND)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel komite audit independen memiliki
nilai probabilitas sebesar 0.03. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5%
atau 0.05, yang berarti variabel komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan syariah.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa proporsi komisaris independen dan pihak
independen dalam komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan atau kepatuhan syariah. Hasil ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan
fungsi komite audit dalam internal bank syariah. Di mana berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/33/PBI1/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi
bank umum syariah, dewan komisaris wajib membentuk komite audit untuk
membantunya melaksanakan fungsi pengawasan. Di mana tugas spesifik komite audit
adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai

kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain
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itu, dalam pembentukan komite audit, bank diwajibkan untuk memasukkan komisaris
independen dan pihak independen ke dalam komite audit.

Hasil signifikansi ini juga dapat dilihat dari proporsi komisaris independen dan
pihak independen dalam komite audit, di mana rata-rata bank syariah memiliki komisaris
independen dan pihak independen yang besar, yaitu 83.06%. Rata-rata ini bahkan lebih
tinggi dari proporsi yang disyaratkan dalam PBI Nomor 11/33/PBI1/2009 yaitu 51%.
Keberadaan komisaris independen dan pihak independen ini dimaksudkan untuk
meningkatkan fungsi komite audit.

Argumen tentang pentingnya keberadaan komisaris independen dan pihak
independen dalam komite audit, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan pengawasan oleh komite audit disampaikan oleh Klein (2002). Di mana
Klein (2002) berpendapat semakin besar pihak independen di dalam komite audit, akan
mengarah pada pengawasan yang lebih baik. Hal ini tercipta karena proporsi independen
dalam komite audit yang besar lebih mampu menahan tekanan dari manajemen dan
mampu mempertahankan objektivitasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Fama and
Jensen (1983) yang menyatakan, besarnya pihak independen dalam komite audit dapat
mempertahankan objektivitas pemantauan, dan dapat mengurangi oportunistik manajer
dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang merugikan prinsipal. Khan, Muttakin, and
Siddiqui (2013) menyampaikan, komite audit memiliki peranan untuk menyetujui pilihan
kebijakan akuntansi, dan oleh karena itu, proporsi independen yang besar dalam komite
audit dapat mempengaruhi terhadap pengungkapan keuangan yang lebih baik. Abdullah

et al. (2015) menambahkan, anggota independen komite audit lebih responsif terhadap
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pemangku kepentingan, oleh karena itu mereka lebih mungkin untuk menegakkan
kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa
komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah (Al-Akra et al.,
2010; Sellami dan Fendri 2017; Mnif dan Tahari, 2020a).

5. Investment Account Holders

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas investment account
holders (IAH) sebesar 0.346. Nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansi 5%
atau 0.05, yang berarti variabel investment account holders (IAH) tidak mempengaruhi
tingkat kepatuhan syariah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Abdullah et
al. (2015), bahwa besarnya proporsi pemegang akun IAH tidak berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, pemegang akun IAH tidak memiliki
kontrol langsung atau hak suara terhadap perilaku manajer dalam pengambilan kebijakan
selayaknya hak suara yang dimiliki investor. Meskipun demikian, Pemegang akun IAH
secara tidak langsung dapat menekan pihak manajerial untuk mengungkapkan informasi
lebih banyak. Hal ini dikarenakan, bila pemegang akun IAH merasa tidak puas terhadap
apa yang diberikan bank, mereka dapat pergi dan mengambil dananya dengan mudah
(Archer et al., 1998).

Tidak berpengaruhnya proporsi pemegang saham akun IAH terhadap tingkat
kepatuhan juga disampaikan oleh Al-Sadah (2007). Al-Sadah (2007) menjelaskan bahwa
sebagian besar pemegang akun IAH bersifat pasif dalam berurusan bank syariah. Mereka
tidak menggunakan laporan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja bank. Bahkan, para

pemegang akun IAH kurang mengetahui tentang pengetahuan dasar kontrak dan kegiatan
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transaksi dengan bank syariah. Oleh karena itu, para pemegang akun IAH tidak aktif
dalam mencari informasi yang berkaitan dengan mereka.
6. Leverage

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel leverage sebesar
0,102 dan lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, hal ini berarti, variabel leverage
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan atau tingkat kepatuhan syariah. Hasil
ini diduga karena rata-rata sampel bank syariah memiliki rasio leverage yang cukup
rendah, yaitu 18.29%. Nilai rata-rata ini dapat dinterpretasikan, bahwa dari 100% modal
yang dimiliki bank syariah, hanya 18.29% bersumber dari utang. Sehingga terlihat jelas
kecilnya proporsi utang dalam struktur modal bank syariah.

Rendahnya proporsi hutang inilah yang menyebabkan leverage tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan
pengungkapan yang lebih agresif, diberikan oleh perusahaan dengan rasio utang yang
tinggi, dengan tujuan menurunkan biaya agensi yang timbul dari tingginya biaya
pemantauan (Jensen dan Meckling, 1976). Xiao et al. (2004) juga menjelaskan bahwa
hanya leverage yang tinggi yang dapat menyebabkan manajer untuk mengungkapkan
lebih banyak informasi secara sukarela. Sedangkan, bagi perusahaan dengan rasio
leverage yang rendah akan lebih mengorientasikan pengungkapannya kepada pemegang
saham daripada kepada publik (Omar dan Simon, 2011).

Hasil tidak signifikan variabel leverage terhadap tingkat kepatuhan syariah, sejalan
dengan penelitian Alrawahi dan Sarea (2016); Juhmani (2017); Garas dan EIMassah

(2018) dan Mnif dan Tahari (2020a).
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7. Profitabilitas (PROFIT)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai
probabilitas sebesar 0.253, dan menunjukkan nilai probabilitas yang lebih besar dari taraf
signifikansi 5% atau 0.05, yang berarti variabel probabilitas tidak berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan syariah. Hasil tidak signifikan variabel profitabilitas terhadap tingkat
pengungkapan atau tingkat kepatuhan syariah, dikarenakan rendahnya rata-rata ROA
pada sampel bank syariah, yaitu sebesar 0.68%. Hasil ini mendukung teori sinyal, yang
menyatakan bahwa, perusahaan dengan profitabilitas tinggi “good news” cenderung
mengungkapkan informasi lebih banyak, dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas
rendah “bad news” (Inchausti, 1997). Perusahaan dengan profitabilitas rendah akan
mengungkapkan lebih sedikit informasi, hal ini ditujukan untuk menyembunyikan “bad
news”, baik berupa menyembunyikan kerugian atau penurunan keuntungan (Chavent et
al., 2006). Dimana, penurunan profitabilitas ini dapat berdampak buruk pada penurunan
nilai perusahaan. Lebih lanjut, Fala (2007) juga menyampaikan bahwa, manajer dengan
profitabilitas rendah, cenderung menahan pengungkapan lebih banyak, dengan harapan
dapat memaksimalkan kompensasi manajer di tahun yang akan datang.

Hasil tidak signifikan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan atau tingkat
kepatuhan syariah dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, diantaranya
El-Halaby dan Hussainey (2016); Alrawahi dan Sarea (2016); Mnif dan Tahari (2020a)

dan Mnif dan Tahari, 2020b).
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8. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan
sebesar 0.0504. Nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0.05, yang
berarti variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Glaum et al,
(2013); Sellami dan Tahari (2017); Azhar and Hamdan (2017) yang menemukan tidak
ada hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat kepatuhan syariah. Selain itu,
hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan oleh teori agensi dan teori
biaya politik. Hal ini dikarenakan, perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan
dengan perbankan konvensional. Pembeda utama bank syariah dengan bank
konvensional adalah pada aspek pondasi perbankan syariah yang mendasarkan praktik-
praktiknya pada hukum syariah. Selanjutnya basis syariah ini mengarahkan perbankan
syariah untuk memenuhi akuntabilitasnya kepada Allah SWT. Sehingga dalam keadaan
apapun, besar atau kecilnya perbankan, mereka wajib memberikan pengungkapan secara
penuh. Hal ini sejalan dengan konsep tauhid yang melandasi praktik perbankan syariah
(Anuar et al., 2009) (Rahman dan Bukair, 2013) (Grassa dan Matoussi, 2014). Di mana
konsep tauhid merupakan dasar pertama dan prinsip tertinggi agama Islam, yang
menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah secara hak, dan
mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk berserah secara mutlak. (Choudhury and

Hussain, 2005) (Maali et al., 2006).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kepatuhan syariah merupakan isu yang sangat mendasar dalam industri perbankan
syariah. Hal ini dikarenakan, tingkat kepatuhan syariah yang dimiliki bank syariah
menjadi tanda seberapa jauh bank syariah telah mematuhi prinsip atau aturan syariah.
Salah satu media yang digunakan oleh bank syariah untuk menunjukkan tingkat
kepatuhan syariah adalah annual report atau laporan tahunan.

Selanjutnya, bagi bank syariah itu sendiri, terdapat berbagai faktor yang dapat
mendorong tingkat pengungkapan. Oleh karenanya peneliti telah menguji berbagai faktor
yang memiliki kemungkinan dapat mendorong tingkat pengungkapan. Adapun, hasil dari
penelitian ini:

1. Remunerasi DPS, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa remunerasi. DPS
tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, bagi DPS
yang merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), melaksanakan
pengawasan syariah merupakan tugas utama yang sangat penting, karena berkaitan
dengan memastikan tegaknya hukum agama dalam institusi perbankan syariah.
Sehingga, besarnya nominal DPS tidak menjadi pertimbangan bagi DPS dalam
memberikan pengawasan syariah.

2. Keanggotaan-silang DPS, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa
keanggotaan-silang DPS berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal ini

dikarenakan, keanggotaan-silang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman DPS
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dalam memberikan pengawasan terhadap aktivitas dan pelaporan bank syariah.

3. Komisaris independen, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa besarnya
proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris dapat mempengaruhi tingkat
kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, komisaris independen tidak terintimidasi oleh
manajemen, sehingga dapat memberikan pengawasan yang baik kepada bank syariah.

4. Komite audit independen, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa besarnya
proporsi komisaris independen dan pihak independen dalam komite audit berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan, proporsi pihak independen
dalam komite audit dapat membuat komite audit mempertahankan objektivitasnya
dalam melakukan pengawasan. Selain itu, dengan keberadaan pihak independen ini
dapat mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi yang lebih baik.

5. Investment account holders (IAH), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa
IAH tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan bank syariah. Hasil ini dikarenakan
pemilik akun IAH tidak memiliki hak suara layaknya investor. Sehingga pemilik akun
IAH tidak dapat mengontrol perilaku manajer dalam pengambilan kebijakan
pengungkapan. Selain itu, terdapat pemilik akun IAH yang belum memiliki
pengetahuan dasar tentang kontrak dan transaksi mereka didalam bank syariah.

6. Leverage, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat utang atau
leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan bank syariah. Hasil ini
dikarenakan bank syariah dalam penelitian ini memiliki rasio leverage yang kecil.
Sehingga, manajer akan lebih memilih melakukan pengungkapan terhadap
stakeholders ketimbang mengungkapkan secara sukarela terhadap bondholders.

7. Profitabilitas, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat profitabilitas
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bank syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini
dikarenakan bank syariah dalam penelitian ini memiliki tingkat profitabilitas yang
cukup rendah. Sehingga, manajer cenderung menahan pengungkapan informasi lebih
banyak, dengan tujuan menyembunyikan terjadinya kerugian dan penurunan
keuntungan atau “bad news”. Selain itu, rendahnya profitabilitas, juga akan
mengurangi tingkat kompensasi yang diterima manajer.

8. Ukuran perusahaan, berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa ukuran perusahaan
tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa,
besar atau kecilnya perusahaan yang beroperasi dengan basis syariah wajib hukumnya
untuk mengungkapkan kepatuhan syariah. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada
Allah SWT dan para nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola
secara syar’i.

5.2.Keterbatasan dan Saran

Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan regresi. Peneliti menemukan
beberapa keterbatasan seperti pertama, tidak terdapatnya annual report pada beberapa
website resmi bank syariah; kedua, sedikitnya jumlah sampel yang memenuhi kriteria
penelitian. Sehingga, peneliti tidak bisa melakukan regresi secara dinamis. Dimana,
seandainya penelitian ini menggunakan analisis regresi dinamis, hasil dari penelitian ini
akan lebih menggambarkan kondisi yang terjadi. Mengingat kejadian ekonomi yang
terjadi pada saat ini akan berdampak pada pengambilan kebijakan di tahun yang akan
datang.

Selanjutnya berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti menyarankan untuk

melakukan penelitian dengan lingkup antar negara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan
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jumlah observasi yang lebih banyak dan memiliki karakteristik yang kompleks, sehingga
diharapkan observasi yang lebih banyak dapat memberikan hasil yang lebih
merepresentasikan kondisi bank syariah secara umum. Selain itu dengan menambahkan
jumlah observasi antar negara ini, penelitian selanjutnya dapat menggali lebih banyak
faktor-faktor dan membandingkan kinerja bank syariah dengan lebih baik. Adapun
faktor-faktor yang dapat dikaji untuk penelitian selanjutnya adalah struktur kepemilikan
saham bank syariah; pengaruh anggota komite audit yang ahli dalam bidang akuntansi,
keuangan dan perbankan; keanggotaan DPS di AAOIFI; perbedaan kebudayaan antar
negara; keahlian DPS dalam bidang akuntansi dan keuangan.
5.3. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa hal, yang mungkin dapat dijadikan
pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:
1. Bagi Bank Syariah

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa proporsi keberadaan
komisaris independen, dan keberadaan pihak independen dalam komite audit
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Dengan hasil ini, peneliti berharap bank syariah
tetap mempertahankan keberadaan komite audit di atas 50% dan proporsi pihak
independen di atas 51%, hal ini diperlukan supaya aktivitas bank syariah dapat berjalan
dengan baik. Karena, keberadaan komisaris independen, dan pihak independen dalam
komite audit dapat memberikan arahan yang lebih maksimal. Selanjutnya, peneliti
menemukan bahwa IAH atau dana nasabah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

syariah. Hasil ini tentunya dapat mengingatkan para pemangku kepentingan di dalam
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bank syariah. Dimana bank syariah, seharusnya lebih memberikan edukasi kontrak dan
transaksi terhadap pemgang akun IAH. Mengingat proporsi IAH yang sangat besar
didalam struktur modal bank syariah. Sehingga, apabila para pemegang akun IAH ini
memiliki edukasi yang memadahi, para pemgang akun IAH dapat lebih memperhatikan
dan memberikan saran terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan dari semua itu adalah
kemajuan bank syariah di Indonesia dengan tetap memenuhi aturan-aturan syariah.
2. Bagi Regulator

Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menemukan bahwa remunerasi DPS tidak
mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Hasil ini karena, remunerasi DPS antar bank
syariah memiliki tingkat remunerasi yang berbeda-beda. Peneliti berharap, kepada
regulator untuk memberikan batas bawah dan batas atas tentang nominal tetap yang akan
diterima oleh DPS, dan tidak hanya diserahkan kepada bank syariah itu sendiri. Hal ini
untuk menjaga motivasi antar DPS, yang nantinya mengarah pada kinerja pengawasan
DPS. Selanjutnya, peneliti juga menyarankan, kepada regulator tentang keanggotaan-
silang DPS. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, keanggotaan-silang berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan. Hasil ini tentu menunjukkan, DPS yang duduk pada beberapa
bank syariah akan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang nantinya
dapat mengarah pada kepatuhan syariah. Meskipun demikian, dalam penelitian ini,
peneliti mengukur keanggotaan-silang DPS dengan proporsi anggota DPS yang menjadi
DPS pada bank lain. Hasil yang kami terima cukup tinggi, bahwa banyak anggota DPS
yang duduk pada bank syariah lain, dan bisa saja dapat membuat DPS tidak memiliki
cukup waktu untuk melakukan pengawasan atau pemberian nasihat terkait aktivitas bank

syariah. Peneliti berharap, supaya regulator menentukan berapa maksimal DPS pada satu
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bank yang menjadi DPS pada bank syariah lain. Hal ini, peneliti tujukan untuk membuat
DPS dapat memberikan masukkan dan pengawasan yang maksimal untuk bank syariah.
3. Bagi Pengembangan Teori

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih terhadap pengembangan teori akuntansi syariah, utamanya tentang tata
kelola bank syariah yang memiliki ciri khasnya tersendiri terutama tentang topik-topik
yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah, dan kepemilikan bank syariah,

utamanya hubungan investment account holders (IAH) terhadap aktivitas bank syariah.
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Lampiran 1. Rangkuman Data

Lampiran

NO BANK TAHUN Y SSBREM | SSBCROSS | Komind | Audind IAH SIZE leverage PROFIT
2015 81.67 9.00 33.33 60.00 85.71 9.69 13.85 14.04 0.41
2016 88.33 8.98 33.33 60.00 50.00 9.52 13.90 14.25 0.41
L BSM 2017 83.33 9.21 66.67 75.00 85.71 9.12 13.94 15.39 0.42
2018 85.00 9.30 66.67 80.00 71.43 9.39 13.99 14.72 0.62
2019 85.00 9.39 60.00 100.00 | 100.00 9.04 14.05 16.97 1.14
2020 85.00 9.35 66.67 80.00 80.00 7.78 14.10 24.71 1.14
2015 78.33 8.89 50.00 60.00 85.71 6.61 13.38 26.50 0.51
2016 85.00 9.05 50.00 60.00 80.00 6.66 13.44 30.57 0.61
5 BRIS 2017 85.00 9.14 50.00 75.00 100.00 7.62 13.50 28.85 0.32
2018 85.00 9.14 100.00 75.00 100.00 4.38 13.58 31.37 0.28
2019 86.67 9.18 100.00 50.00 100.00 5.14 13.62 28.20 0.18
2020 86.67 9.17 100.00 50.00 100.00 6.39 13.76 30.28 0.43
2015 83.33 8.76 100.00 75.00 100.00 7.89 13.36 14.38 0.99
2016 83.33 8.81 100.00 100.00 | 100.00 8.50 13.45 16.55 0.98
3 BNIS 2017 83.33 8.95 100.00 100.00 | 100.00 6.41 13.54 18.99 0.88
2018 81.67 8.91 100.00 80.00 100.00 6.37 13.61 23.84 1.01
2019 81.67 9.10 100.00 80.00 83.33 6.79 13.70 26.15 1.21
2020 85.00 9.05 100.00 75.00 83.33 5.92 13.74 31.36 0.92
2015 83.33 9.03 66.67 50.00 75.00 12.70 13.76 15.67 0.13
4 BMI 2016 83.33 8.95 66.67 50.00 75.00 11.80 13.75 16.99 0.14
2017 83.33 8.98 100.00 60.00 100.00 8.33 13.79 16.18 0.04
2018 83.33 9.02 100.00 60.00 100.00 11.18 13.76 16.52 0.08
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2019 85.00 8.93 100.00 60.00 | 100.00 9.40 13.70 19.03 0.03

2020 85.00 8.84 50.00 60.00 | 100.00 9.52 13.71 18.58 0.02

2015 78.33 8.82 50.00 66.67 | 100.00 2.76 12.64 9.05 0.54

2016 78.33 8.98 50.00 66.67 | 100.00 3.16 12.70 8.40 0.74

2017 83.33 9.01 50.00 66.67 | 100.00 3.59 12.78 12.52 0.80

BCAS 2018 85.00 9.02 100.00 66.67 | 100.00 3.99 12.85 10.95 0.83
2019 86.67 9.06 100.00 66.67 75.00 2.76 12.64 9.05 0.54

2020 85.00 9.08 100.00 75.00 | 100.00 3.16 12.70 8.40 0.74

2015 76.67 8.70 50.00 66.67 66.67 4.48 12.85 11.79 0.75

2016 73.33 8.69 50.00 0.00 50.00 5.91 12.94 11.64 0.22

Panin 2017 71.67 8.69 50.00 100.00 | 66.67 28.09 12.94 7.58 -11.23
Syariah 2018 73.33 8.81 50.00 66.67 66.67 3.74 12.94 9.74 0.24
2019 80.00 8.77 50.00 66.67 66.67 5.23 13.05 5.24 0.15

2020 80.00 8.81 50.00 66.67 33.33 2.43 13.05 5.32 0.00

2015 73.33 8.79 33.33 100.00 | 100.00 0.67 12.75 16.81 0.22

2016 85.00 8.80 66.67 100.00 | 100.00 0.72 12.79 10.66 1.80

Mega 2017 83.33 8.86 50.00 100.00 | 100.00 0.64 12.85 18.51 1.03
Syariah 2018 81.67 8.89 50.00 100.00 | 100.00 4.32 12.87 12.77 0.63
2019 83.33 8.72 0.00 100.00 | 100.00 4.43 12.90 12.52 0.61

2020 85.00 8.79 0.00 100.00 | 100.00 3.71 12.90 82.46 1.65

2015 75.00 8.43 50.00 75.00 33.33 6.82 12.77 15.04 0.48

2016 76.67 8.46 50.00 50.00 33.33 7.22 12.84 19.05 -1.25

Bukopin 2017 76.67 8.45 100.00 50.00 33.33 5.40 12.86 17.82 0.02
Syariah 2018 78.33 8.39 100.00 50.00 50.00 471 12.80 21.76 0.04
2019 76.67 7.80 100.00 66.67 66.67 5.04 12.83 20.44 0.04

2020 80.00 8.48 100.00 66.67 66.67 2.07 12.79 39.95 0.00

BTPN 2015 70.00 8.64 0.00 66.67 80.00 2.62 12.72 18.77 3.63
Syariah 2016 73.33 8.73 0.00 66.67 80.00 2.76 12.86 18.24 5.63
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2017 71.67 8.70 50.00 50.00 100.00 2.33 12.96 22.38 7.32

2018 76.67 8.76 100.00 50.00 100.00 1.50 13.08 20.26 8.02

2019 76.67 8.83 100.00 50.00 100.00 1.40 13.21 14.89 8.54

2020 76.67 8.89 100.00 50.00 100.00 1.35 13.22 16.02 5.20

2015 81.67 8.77 0.00 50.00 75.00 4.67 12.81 8.15 0.11

2016 83.33 8.75 0.00 50.00 75.00 0.76 12.87 12.64 -5.57

10 BJI_3 2017 85.00 8.75 0.00 75.00 75.00 0.78 12.89 10.77 -4.97
Syariah 2018 86.67 8.69 0.00 75.00 75.00 5.72 12.83 15.12 0.25

2019 85.00 8.70 33.33 66.67 80.00 6.42 12.89 16.60 0.22

2020 86.67 8.91 50.00 66.67 80.00 5.18 12.95 16.04 0.05
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Lampiran 2. Item Pengungkapan Kepatuhan

No Dimensi Indeks Pengungkapan Sl:o
1 Nama anggota DPS 1
2 Latar belakang dan kualifikasi DPS 1
3 Jumlah anggota DPS 1
4 Gambar anggota DPS 1
5 Peran dan tanggung jawab DPS 1
6 Otoritas / wewenang DPS 1
7 Departemen audit syariah 1
8 Jumlah rapat dewan 1
9 Apakah situs web atau laporan tahunan mengungkapkan fatwa 1

Indeks dewan syariah terkait layanan syariah?
Pengungkapan
10 Informasi Laporan DPS ditugaskan atau ditetapkan oleh Dewan 1
Berkaitan Komisaris

11 Dewan Informasi tentang tanggungjawab bank atas Zakat 1
12 Penga_was Informasi tentang dana non halal dan cara menghadapinya 1
13 Syariah Informasi tentang proses distribusi keuntungan di bank sesuai 1

dengan syariah Islam

14 Informasi tentang independensi DPS dengan Piagam 1
15 Informasi tentang kepatuhan bank terhadap peraturan- 1

peraturan Syariah
Dewan mengungkapkan pendapatnya setelah mereview semua

16 1

dokumen dan semua laporan keuangan Bank

17 Apakah informasi atau laporan tersebut menunjukkan bahwa 1

bank telah memenuhi standar yang berlaku

18 Informasi tentang tanggal laporan dan nama bank 1
19 Laporan DPS 1
20 Laporan keuangan komparatif 1
21 Indeks | Informasi umum tentang bank 1
22 IIanOkrmaSI Pengungkapan mata uang yang digunakan dalam pengukuran 1

S(angﬁn akuntansi ] | _

23 Penyajian dan Pengungkapan kebijakan akuntansi yang S|gn|f|kan_ 1
24 Pengungkapan Pengungkapan pendapatan atau pengeluaran yang dilarang 1

pada Laporan | SYarian

25 Keuangan Pengungkapan tentang risiko aset dan kewajiban 1
26 Pengungkapan kontinjensi 1
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27 Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi 1
28 Penyajian dan pengungkapan posisi keuangan 1
29 Penyajian dan pengungkapan dalam laporan laba rugi 1
30 Pengungkapan dalam laporan arus kas 1
31 Pernyataan perubahan ekuitas pemilik 1
32 Laporan perubahan investasi terikat 1
Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan
33 1
dana zakat dan sedekah
34 Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan 1
dana qgordul hassan
Kesejahteraan karyawan
a. | Kebijakan tentang upah dan remunerasi 1
35 b Kebijakan pendidikan dan pelatihan karyawan 1
c. | Kebijakan kesempatan yang sama/ kesetaraan 1
d Kebijakan tentang lingkungan kerja 1
Lingkungan
3 Jumlah sumbangan atau kegiatan yang dilakukakn untuk 1
36 " | melindungi lingkungan
b | Proyek-proyek yang dibiayai oleh bank yang dapat 1
Informasi merusak lingkungan
Berkaitan c. | Kebijakan pelestarian lingkungan 1
dengan Pendapatan Non-Halal
Corpqrate 3 Jumlah pendapatan atau pengeluaran dari transaksi 1
37 Social " | tersebut
Responsibility | p .
Bagaimana bank melepaskan dana tersebut 1
Pembayaran terlambat dan klien bangkrut
a. | Kebijakan dalan menangani klien bangkrut 1
38 b | Jumlah denda yang dikenakan atas keterlambatan 1
. | pembayaran
c. | Pendapat Dewan Syariah terhadap denda keterlambatan 1
Qard Hassan
a. | Sumber dana yang dialokasikan untuk Qard Hasan 1
39 b Jumlah yang diberikan kepada penerima manfaat 1
c. | Tujuan sosial pemberian dana tersebut 1
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d | Kebijakan bank dalam menangani penerima manfaat yang 1
.| pailit
Zakat
a. | Pengungkapan sumber dan penyalurannya 1
b Saldo dana zakat 1
40 Pengesahan Dewan Syariah tentang penghitungan dan
C.| qi o 1
distribusi dana zakat
d Pendapat Dewan Syariah terhadap validitas perhitungan 1
Aktifitas amal
a. | Kegiatan sosial yang dibiayai 1
41 b1 Jumlah dana yang dihabiskan 1
c Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan 1
" | tersebut
42 Pengelolaan Wakaf 1
Keterlibatan kepada masyrakat
43 a. | Peran bank syariah terhadap pembangunan ekonomi 1
b Peran bank dalam mengatasi masalah sosial 1
Total Item Pengungkapan 60
Persentase Pengungkapan 100

Lampiran 3. Hasil Common Effects

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares
Date: 03/02/22 Time: 21:55

Sample: 2015 2020
Periods included: 6

Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

SSBREM
SSBCROSS
KOMIND
AUDIND

5.736235 2.727920 2.102787 0.0404
0.010983 0.014889 0.737654 0.4641
0.018675 0.028252 0.661032 0.5116
0.021459 0.030789 0.696957  0.4890
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IAH -0.475113 0.164433 -2.889397  0.0057
SIZE 4151466 1.785612 2.324954  0.0241
LEVERAGE 0.044489 0.044654 0.996314 0.3238
PROFIT -0.802398  0.229447 -3.497102 0.0010
C -25.63345 19.05736 -1.345068 0.1846
R-squared 0.490073 Mean dependent var 81.27767
Adjusted R-squared  0.410085 S.D. dependent var 4.596259
S.E. of regression 3.530199 Akaike info criterion  5.498067
Sum squared resid 635.5776 Schwarz criterion 5.812218
Log likelihood -155.9420 Hannan-Quinn criter.  5.620949
F-statistic 6.126801 Durbin-Watson stat 1.177087
Prob(F-statistic) 0.000016
Lampiran 4 Fixed Effects
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 03/02/22 Time: 21:56
Sample: 2015 2020
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60
Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.
SSBREM -2.466495 3.195201 -0.771937 0.4445
SSBCROSS 0.041688 0.017447 2.389388 0.0214
KOMIND 0.056841 0.028104 2.022502 0.0495
AUDIND -0.079559 0.035413 -2.246602 0.0300
IAH -0.122117 0.128201 -0.952550 0.3463
SIZE 8.590950 4.265429 2.014088 0.0504
LEVERAGE 0.060275 0.036062 1.671415 0.1021
PROFIT 0.273338 0.235714 1.159617 0.2528
C -10.79858 50.78383 -0.212638 0.8326
Effects Specification
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Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.818280 Mean dependent var 81.27767
Adjusted R-squared  0.744727 S.D. dependent var 4.596259
S.E. of regression 2.322239 Akaike info criterion 4.766266
Sum squared resid 226.4973 Schwarz criterion 5.394569
Log likelihood -124.9880 Hannan-Quinn criter. ~ 5.012030
F-statistic 11.12501 Durbin-Watson stat 2.004138
Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 8.428538 (9,42) 0.0000

Cross-section Chi-square 61.908062 9 0.0000

94



Lampiran 6. Random Effects

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS
Date: 03/02/22 Time:
Sample: 2015 2020
Periods included: 6

(Cross-section random effects)
21:56

Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.
SSBREM 2.309290 2.625238 0.879650 0.3832
SSBCROSS 0.029251 0.014154 2.066607 0.0439
KOMIND 0.041819 0.025902 1.614477 0.1126
AUDIND -0.035545 0.029160 -1.218952  0.2285
IAH -0.204728 0.123071 -1.663492  0.1023
SIZE 4808817 2.272240 2.116334 0.0392
LEVERAGE 0.051575 0.033938 1519710 0.1348
PROFIT 0.014855 0.215094 0.069063 0.9452
C -4.199399  26.20956 -0.160224 0.8733
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 2.620825 0.5602
Idiosyncratic random 2.322239 0.4398
Weighted Statistics
R-squared 0.320835 Mean dependent var 27.64784
Adjusted R-squared  0.214299 S.D. dependent var 2.874390
S.E. of regression 2.547853 Sum squared resid 331.0692
F-statistic 3.011525 Durbin-Watson stat 1.438864

Prob(F-statistic)

0.007594
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Lampiran 7. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Chi-Sq.
Test Summary Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 18.391040 8 0.0185
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